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NADIA ANANDA ELSANTI (B1111117), PEMBATALAN 
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN dibawah 
bimbingan Anwar Borahima selaku pembimbing I dan Andi Tenri 
Famauri selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga limit 
lelang yang tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek hak 
tanggungan apakah dapat membatalkan proses eksekusi hak tanggungan 
serta apakah akibat hukum terhadap objek jaminan hak tanggungan 
apabila eksekusi hak tanggungan dibatalkan.  
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan 
(Library Research) dan metode penelitian lapangan (Field Research). 
Metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk 
mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri 
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, 
sedangkan metode penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan di 
lapangan dengan pengamatan langsung, dalam hal ini penulis melakukan 
wawancara dengan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bandung juga pada 
Kantor Kekayaan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung 
sebagai pelaksana Lelang, serta pihak-pihak yang terkait dengan 
penulisan skripsi ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan pelaksanaan 
eksekusi lelang dapat dilaksanakan sebelum lelang maupun pasca 
pelaksanaan lelang. Penentuan Nilai Limit yang tidak sesuai dengan Nilai 
Jual Objek Pajak (NJOP) objek jaminan tidak dapat dijadikan satu-satunya 
alasan untuk membatalkan pelaksanaan lelang, pembatalan lelang dapat 
terjadi apabila ada salah satu pihak yang melakukan Perbuatan Melawan 
Hukum (PMH) yang menyebabkan salah satu pihak tersebut mengajukan 
gugatan ke pengadilan untuk menuntut dibatalkannya lelang eksekusi 
tersebut. Pembatalan pelaksanaan lelang eksekusi berdampak luas 
terutama pada akibat hukum yang ditimbulkannya baik itu terhadap objek 
sengketa lelang yang posisinya kembali kepada keadaan semula sebelum 
dilaksanakannya pelelangan tersebut, begitupun dengan hak pemenang 
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skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis 
sadari bahwa hanya dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan 
hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tak lupa pula 
shalawat serta salam kepada junjungan dan manusia suci Nabi 
Muhammad Saw beserta keluarga yang disucikan Allah SWT yang telah 
membawa kita semua dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan 
serta menunjukkan jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, 
serta kepada seluruh sahabat-sahabat-Nya yang telah menemani beliau, 
baik dalam suasana gembira, maupun dalam kesulitan. 
 Tak lupa pula Penulis haturkan banyak terima kasih dan sembah 
sujud kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Lutfie Natsir, S.H. dan 
kepada Ibunda Ida Nursanty Tahir, S.H. yang telah mendidik, 
membesarkan dengan penuh kasih sayang dan mengiringi setiap langkah 
dengan doa dan restunya yang tulus serta segala pengertian yang mereka 
8 
 
berikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Saudara-saudara Penulis 
Nadia Ananda Elsinta, S.Ked, Nadya Khairahni Lutfiah dan 
Muhammad Daffaa Ikhsanul Lutfie yang senantiasa membantu Penulis 
saat mengalami kesulitan serta bersedia menjadi teman berbagi suka dan 
duka. 
 Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih 
dan penghargaan sebesar-besarnya kepada : 
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pubuluhu, M.A. selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin. Prof. Dr. Junaedi Mahidong, Msc., selaku Wakil 
Rektor I, Prof. Dr. Muh. Ali. MS., selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Ir. 
Abd. Rasyid Jalil, M.Si., selaku Wakil Rektor III. 
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H, selaku 
Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., selaku Wakil 
Dekan II, dan Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III.  
3. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. 
Andi Tenri Famauri, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan 
sabar dan dengan penuh tanggung jawab memberikan petunjuk 
yang sangat bernilai bagi Penulis. 
4. Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si., Dr. H. Mustafa Bola, S.H.,M.H. 
dan Fauziah P. Bakti, S.H.,M.H selaku tim penguji yang telah 
memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka 
penyempurnaan skripsi ini. 
9 
 
5. Dosen-dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berharga bagi 
Penulis. 
6. Pontas Efendi, S.H, M.H., selaku Kepala Pengadilan Negeri 
Bandung beserta stafnya yang telah memberikan izin dan segala 
bantuan kepada Penulis dalam melakukan penelitian. 
7. Rofii Edy Purnomo selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung beserta stafnya yang telah 
memberikan izin dan bantuan kepada Penulis dalam penelitian. 
8. Muhammad Imam Mirza yang sangat sabar membantu dan 
memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 
9. Sahabatku Siti Rahmi yang sangat membantu serta selalu 
menemani penulis selama melakukan penelitian di Bandung. 
10. Sahabat-Sahabatku yang tersayang Nur Alimah Zainuddin, S.H, 
Andi Atika, S.H, Reski Dian Utami, S.H, Siti Nirah Ariesty, S.H, 
Fitriani Irianti, S.H., Andi Nursatanggi, S.H., Wahyuni Zakaria, S.H., 
dan Nurul Hikmah, S,H., terima kasih atas segala canda tawa, 
bantuan, kasih sayang, semangat yang diberikan kepada penulis, 
terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. 
11. Teman-Teman KKN Reguler Unhas Gelombang 87 Kecamatan 
Libureng Kabupaten Bone khususnya Posko Suwa Aliefia Hatari, 
10 
 
Muhaimin, Delwin Kartopa, Nina, Susi, dan Uki yang telah 
bersama-sama melewati suka duka selama berada di lokasi KKN. 
12.  Teman-teman seperjuangan Angkatan 2011 Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin yang bergabung dalam “MEDIASI 2011”. 
 Dan akhirnya Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya atas bantuan dan sumbangsih yang telah kalian 
berikan. 
Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal, mungkin 
skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan. Harapan Penulis kiranya 
skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. 
Wassalamu Alaikum Wr. Wb. 
Makassar,  Mei  2015 
 
 






HALAMAN JUDUL  ......................................................................................... i 
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................... iii 
11 
 
ABSTRAK ......................................................................................................... iv 
KATA PENGANTAR ........................................................................................ v 
DAFTAR ISI  ..................................................................................................... ix 
BAB I PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah  .......................................................................... 1 
B. Rumusan Masalah  ................................................................................... 7 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................. 7 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Pokok pada Perjanjian Jaminan ..... 9 
1. Pengertian Perjanjian......................................................................... 9 
2. Syarat Sah Perjanjian ....................................................................... 10 
3. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian yang Mengawali  
Perjanjian Jaminan ........................................................................... 12 
4. Batalnya suatu Perjanjian ................................................................. 22 
B. Hak Tanggungan sebagai Jaminan .......................................................... 24 
1. Dasar  Hukum dan Pengertian Hak Tanggungan ............................. 24 
2. Ciri-ciri dan Sifat Hak Tanggungan ................................................. 26 
3. Subjek Hak Tanggungan .................................................................. 29 
4. Objek Hak Tanggungan ................................................................... 31 
5. Proses Pembebanan Hak Tanggungan ............................................. 33 
6. Eksekusi Hak Tanggungan ............................................................... 35 
7. Hapusnya Hak Tanggungan ............................................................. 38 
C. Lelang Hak Tanggungan ......................................................................... 40 
1. Pengertian Lelang ............................................................................. 40 
2. Asas-Asas Lelang ............................................................................. 41 
3. Syarat-Syarat Lelang ........................................................................ 43 
4. Jenis-Jenis Lelang ............................................................................ 48 
5. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ................................................... 49 
12 
 
6. Prosedur Pelaksanaan Lelang Eksekusi ........................................... 51 
BAB III METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian ..................................................................................... 57 
B. Jenis Dan Sumber data ............................................................................ 57 
C. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 58 
D. Analisis Data ........................................................................................... 59 
BAB IV PEMBAHASAN 
A. Penentuan Nilai Limit Lelang yang tidak sesuai dengan NJOP sebagai  
Alasan untuk membatalkan lelang eksekusi Hak Tanggungan ............... 60 
1. Penentuan Nilai Limit Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ............... 60 
2. Pembatalan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ........... 63 
B. Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan  
Apabila Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dibatalkan ........................ 110 
1. Akibat Hukum Terhadap Kepemilikan Barang yang Telah  
Dibeli melalui Lelang .......................................................................... 111 
2. Akibat Hukum Terhadap Hak Pembeli Lelang atas  
Barang dan Hasil Lelang ...................................................................... 112 
3. Akibat Hukum Terhadap Hak Penjual/Pihak yang Diwakilinya selaku 
Kuasa Undang-Undang Terhadap Barang dan Hasil Lelang ............... 113 
 4. Akibat Hukum Terhadap Kewajiban Debitor/Termohon Eksekusi  
Yang Menjadi Dasar untuk Pelaksanaan Lelang ................................. 114 
 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan……………………………………………………………  117 
B. Saran…………………………………………………………………… 118 
























A. Latar Belakang Masalah  
 
Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan 
nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945.1 Kegiatan pembangunan di bidang 
ekonomi tentu membutuhkan penyediaan modal yang cukup besar, 
karena merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan 
pembangunan.2  
Bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha yang berusaha 
meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat 
membutuhkan pendanaan dari bank sebagai salah satu sumber dana 
yang di antaranya dalam bentuk perkreditan, agar mampu mencukupi 
dalam mendukung peningkatan usahanya.  
Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan dalam 
proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima 
kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui 
suatu lembaga hak jaminan yang kuat agar dapat memberikan 
kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai 
                                                          
1 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Penjelasan Umum.  
2 Herowati Poesoko, 2008, Parate ExecutieObjek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik 




upaya mengantisipasi timbulnya resiko bagi kreditor pada masa yang 
akan datang, untuk usaha tersebut dapat menggunakan jasa 
perbankan. 
Penyaluran dana pinjaman (kredit) dilakukan oleh pihak bank 
selaku lembaga perantara keuangan kepada masyarakat yang 
membutuhkan modal, selalu dituangkan dalam suatu perjanjian 
sebagai landasan hubungan hukum diantara para pihak (kreditor dan 
debitor). Adanya perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut, maka 
mutlak diperlukan solusi hukum bagi adanya lembaga jaminan agar 
memberikan kepastian bagi pengembalian jaminan tersebut. 
Keberadaan lembaga jaminan amat diperlukan karena dapat 
memberikan kepastian, dan perlindungan hukum bagi pemberi 
dana/kreditor dan penerima pinjaman/debitor.3 
Pada lazimnya, jaminan yang digunakan oleh perbankan 
adalah jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan kebendaan, adalah 
jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang 
mempunyai ciri-ciri antara lain mempunyai hubungan langsung atas 
benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan siapapun, selalu 
mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan, 
dapat berupa jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak.4  
                                                          
3 Sony Harsono, 1996, Sambutan Menteri Agraria/Kepala BPN pada Seminar Hak 
Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Fakultas 
Hukum UNPAD, Bandung,hlm.33. 
4 Herowati Poesoko, op.cit., hlm.34 
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Benda bergerak, adalah kebendaan yang karena sifatnya, 
dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang 
dianggap sebagai benda bergerak. Contohnya berdasarkan Pasal 509 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) benda bergerak 
karena sifatnya misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, 
dan lain-lain, sedangkan benda bergerak karena undang-undang 
misalnya, hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak, 
hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, penagihan-penagihan atau 
piutang-piutang, saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan 
dagang, dan lain-lain (Pasal 511 KUHPerdata). Benda dikatakan 
sebagai benda tidak bergerak atau tetap, adalah kebendaan yang 
karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, karena 
peruntukannya atau karena undang-undang yang menggolongkannya 
sebagai benda tidak bergerak, sebagaimana yang diatur di dalam 
Pasal 506, Pasal 507 dan Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata). 
Pembebanan atau pengikatan jaminan kredit didasarkan pada 
objek bendanya, jika yang dijadikan jaminan berupa benda bergerak, 
maka pembebanan atau pengikatannya dilakukan dengan 
menggunakan gadai, fidusia, dan cessie. Kalau yang dijadikan 
jaminan berupa kapal laut dengan berat tertentu maka pembebanan 
atau pengikatannya dengan menggunakan hipotik, sedangkan kalau 
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yang dijadikan jaminan berupa tanah, maka pembebanan atau 
pengikatannya dengan menggunakan Hak Tanggungan atas tanah.5 
Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui 
dua tahap kegiatan, yaitu melalui tahap pemberian Hak Tanggungan 
yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin 
kemudian dilakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan selanjutnya adalah 
tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan. Berdasarkan Pasal 13 
Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) ayat 5, Hak Tanggungan 
lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan didaftarkan.6 
Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor 
Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat hak 
tanggungan mempunyai fungsi sebagai grosse acte hyoptheek serta 
mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 
Dengan Tanah yang memuat irah-irah dengan kata-kata ”DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” untuk 
                                                          
5 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, hlm.289. 
6 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Hak Tanggungan, Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta, hal.214. 
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memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.7 
Penjualan objek Hak Tanggungan secara lelang mempunyai 
keunggulan dibandingkan dengan cara penjualan lainnya karena 
penjualan secara lelang bersifat terbuka untuk umum, mewujudkan 
harga yang setinggi-tingginya dan menjamin kepastian hukum kepada 
semua pihak. 
Namun dalam kenyataan, cara penjualan objek Hak 
Tanggungan secara lelang yang mempunyai keunggulan 
dibandingkan dengan cara penjualan lainnya ada kalanya tidak 
berfungsi dengan baik, penjualan secara lelang masih menghadapi 
kendala dan masalah yang bervariasi. 
Permasalahan tersebut di atas timbul baik sebelum 
pelaksanaan lelang, dalam pelaksanaan lelang, maupun setelah 
pelaksanaan lelang. Masalah yang disebabkan oleh faktor intern 
biasanya menyangkut permasalahan tertib administrasi di Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berkaitan 
dengan pelaksanaan penjualan objek Hak Tanggungan secara lelang, 
sedangkan faktor ekstern adalah permasalahan yang diakibatkan 
antara lain adanya bantahan atau gugatan terhadap pelaksanaan 
penjualan objek Hak Tanggungan secara lelang.  
                                                          
7 Undang-Undang No.4 Tahun 1996, op.cit., Pasal 14 ayat 3. 
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Salah satu contoh kasus pelaksanaan lelang eksekusi Hak 
Tanggungan yang mengalami kendala adalah kasus antara H. Arifin 
Marahayu dan M. Tio Agung Santika Marahayu (Penggugat) melawan  
PT. Bank Mega, Tbk. (Tergugat). Pihak Penggugat 
mempermasalahkan bahwa eksekusi lelang yang dilaksanakan pada 
hari kamis tanggal 21 maret 2013 telah melanggar hak subjektif 
penggugat di mana objek jaminan milik penggugat dijual dengan nilai 
limit yang di bawah nilai jual objek pajak (NJOP) objek jaminan 
tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada 
Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor register perkara 
274/Pdt.G/2013/PN.Bdg.- dan menuntut dibatalkannya eksekusi 
lelang tersebut di atas.  
Begitu pun dengan kasus antara Chandra Soegianto dan 
Juwita Chandra (Penggugat) melawan PT. Bank Rakyat Indonesia, 
Tbk (Tergugat) dimana para penggugat juga merasa tidak adil dalam 
pelaksanaan lelang eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Bank BRI 
karena objek jaminan milik Penggugat telah dijual di bawah harga 
pasar dan boleh dikatakan secara fakta hukum lelang bahwa lelang 
yang diadakan tersebut belum ada peserta lelangnya karena pada 
saat itu pemenang lelangnya merupakan Pemimpin Cabang dari PT. 
Bank BRI cabang Kediri. Berkaitan dengan uraian dua kasus posisi 
tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan 
menuangkannya kedalam penulisan skripsi ini. 
7 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 
adapun rumusan masalah sebagai berikut :  
1. Apakah penentuan harga limit lelang yang tidak sesuai dengan 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek hak tanggungan dapat dijadikan 
alasan untuk membatalkan proses eksekusi hak tanggungan ?  
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap objek jaminan hak 
tanggungan apabila eksekusi hak tanggungan tersebut dibatalkan ?  
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat 
mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah :  
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui penentuan harga limit lelang yang tidak 
sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek hak 
tanggungan dapat membatalkan proses eksekusi hak 
tanggungan. 
b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap objek jaminan hak 
tanggungan apabila eksekusi hak tanggungan dibatalkan. 
2. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 
perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi 
pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang 
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hukum acara perdata pada khususnya terutama bagi yang 
berhubungan dengan eksekusi barang jaminan khususnya jaminan 
Hak Tanggungan. Hasil penelitian ini juga selanjutnya dapat 
memberikan masukan yang berarti dalam pelaksanaan eksekusi Hak 






















A. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pokok Pada Perjanjian 
Jaminan 
1. Pengertian Perjanjian  
Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1313 yaitu suatu persetujuan 
adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih 
mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. 
Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi Perjanjian adalah 
sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak 
berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksankan sesuatu hal atau 
tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut 
pelaksanan janji itu.9 
Menurut Subekti definisi dari perjanjian adalah suatu 
peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 
dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.10 
Dari semua definisi perjanjian yang diterangkan di atas 
terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian 
perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan baik secara 
                                                          
9 Wirjono Pradjodikoro,1986,  Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bale Bandung, Bandung, 
hlm. 19. 
10 Subekti, 1988, Hukum Perjanjian, PT Intermasa,Jakarta, hlm.1. 
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lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini timbul suatu 
perikatan antara dua pihak yang membuatnya. 
Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk 
tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis, ketentuan 
ini dapat dibuat lisan atau tertulis lebih kepada bersifat sebagai alat 
bukti semata apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara 
pihak-pihak yang membuat perjanjian. Akan tetapi ada beberapa 
perjanjian yang ditentukan bentuknya oleh peraturan perundang-
undangan, dan apabila bentuk ini tidak dipenuhi maka perjanjian 
tersebut menjadi batal atau tidak sah, seperti perjanjian pendirian 
Perseroan Terbatas (PT). 
 
2.  Syarat Sah Perjanjian  
Setelah mengetahui pengertian perjanjian sebagaimana 
diterangkan di atas, maka hal pokok lain yang wajib diketahui agar 
sebuah perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat pihak yang melakukan perjanjian yaitu syarat-syarat 
sahnya sebuah perjanjian. 
Apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat menjadi batal. 
Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 
KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya 
suatu perikatan diperlukan empat syarat yaitu: 
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a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri  
Mengenai sepakat ini dimaksudkan bahwa kedua 
pihak mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju 
mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang 
dilakukan atau diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh 
pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang 
lainnya; 
b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan 
Mengenai syarat yang kedua yaitu kecakapan 
untuk membuat suatu perikatan, maksudnya bahwa pihak-
pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang 
yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang 
dianggap cakap menurut hukum; 
c. Suatu Hal Tertentu 
Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam 
persyaratan ketiga syarat sahnya suatu perjanjian ini 
adalah objek dari pada perjanjian. Objek perjanjian 
tersebut haruslah merupakan barang-barang yang dapat 
diperdagangkan.  
Ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata, suatu 
perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang 
paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi 
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halangan bahwa jumlah itu barang tidak tentu, asal saja 
jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung; 
d. Suatu Sebab yang Halal  
Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu 
bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan 
undang-undang, norma-norma, kesusilaan, dan ketertiban 
umum. Misalnya: seseorang mengadakan transaksi jual-
beli senjata api tanpa dilindungi oleh surat-surat yang, 
harus dipenuhi dalam hal pemilikan senjata api, maka 
dalam hal perjanjian yang dilakukan adalah batal, karena 
tidak memenuhi syarat mengenai suatu sebab yang halal 
yaitu prestasi yang dilakukan telah melanggar undang-
undang tentang pemilikan senjata api. Berdasarkan Pasal 
1335 KUHPerdata, suatu perjanjian tanpa sebab (causal), 
atau telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau 
terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. 
 
3.  Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian yang Mengawali  
Perjanjian Jaminan.  
 Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan 
harta benda) antara dua orang, yang memberikan hak pada yang satu 
13 
 
untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang 
yang lainnya ini diwajibkan memenuhi  tuntutan itu.11  
Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang 
Perbankan mengatur bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
Kredit merupakan hal yang vital bagi pembangunan ekonomi, 
karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi pengembangan usaha oleh 
para pengusaha baik pengusaha besar, menengah, maupun 
pengusaha kecil.12  
Salah satu kegiatan usaha perbankan adalah berupa perjanjian 
kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara pihak bank 
dengan pihak nasabah. Dengan melihat bentuk perjanjiannya, maka 
sebenarnya perjanjian kredit merupakan perjanjian yang tergolong 
dalam jenis perjanjian pinjam pengganti. Meskipun demikian adanya, 
namun perjanjian kredit tetap merupakan perjanjian khusus karena di 
dalamnya terdapat kekhususan, dimana pihak kreditor adalah pihak 
bank sedangkan objek perjanjian adalah uang. Perjanjian kredit ini 
                                                          
11  Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 122. 
12  Djuhaendah Hasan, 1996, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain 
yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal , PT 
Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.133 
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dibuat secara tertulis, tujuannya ialah untuk bukti lengkap mengenai 
apa yang mereka perjanjikan.13  
Pemberian kredit merupakan salah satu jenis usaha bank, yaitu 
dengan menyalurkan dana yang dihimpunnya dari masyarakat dalam 
bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam 
setiap permohonan pemberian kredit biasanya bank akan melakukan 
penilaian dari berbagai aspek antara lain yang lazim adalah dari segi 
watak debitor (character), dari segi kemampuan debitor (capacity), 
modal (capital), jaminan atau dalam istilah bank disebut agunan 
(collateral) dan prospek usaha debitor (condition of economic).14 
Pemberian kredit mengacu kepada ketentuan hukum perjanjian 
yang diatur dalam Buku III KUHPerdata, yaitu suatu perjanjian yang 
diadakan antara bank dengan calon debitor untuk mendapat kredit 
dari bank bersangkutan. UU Perbankan tidak menyebut tentang 
perjanjian kredit sebagai dasar pemberian kredit, bahkan istilah 
“perjanjian kredit” ini juga tidak detemukan dalam ketentuan UU 
Perbankan tersebut.15  
Berdasarkan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 
Nomor 2/539/UPK tanggal 8 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank 
Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 
diinstruksikan bahwa dalam bentuk apapun setiap pemberian kredit, 
                                                          
13  Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hal.226. 
14 Eddy Putra Tje’Aman, 1985, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis. Liberty, 
Yogyakarta, hlm.12 
15 Djuhaendah Hasan, op.cit., hlm. 170. 
15 
 
Bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit, dan dari kata akad 
perjanjian kredit tersebut dalam praktek perbankan dikenal dengan 
istilah perjanjian kredit.16 Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian 
pendahuluan atau perjanjian pokok yang mendahului perjanjian 
jaminan. 
Adapun jenis-jenis kredit memiliki banyak jenis oleh karena itu 
dapat digolongkan berdasarkan kriteria yang digunakan.17 
 
1. Penggolongan Berdasarkan Jangka Waktu 
Apabila jangka waktu digunakan sebagai kriteria, maka suatu kredit 
dapat dibagi ke dalam:  
a.  Kredit Jangka Pendek: yakni kredit yang jangka waktunya 
tidak melebihi 1 tahun; 
b.  Kredit Jangka Menengah: yaitu kredit yang mempunyai 
jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun; 
c.  Kredit Jangka Panjang: dalam hal ini merupakan kredit yang 
mempunyai jangka waktu di atas 3 tahun. 
2.  Penggolongan Berdasarkan Dokumentasi yaitu:  
a.  Kredit dengan perjanjian kredit tertulis; 
b.  Kredit tanpa surat perjanjian kredit, untuk itu dapat dibagi ke 
dalam: 
1) Kredit Lisan; 
                                                          
16 Mariam Darus Badrulzaman, 1983, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, hlm. 3. 
17 Rachmadi Usman, op.cit., hlm 238. 
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2) Kredit dengan instrument surat berharga; 
3) Kredit Cerukan (overdraft); 
4) Kredit seperti ini timbul karena : 
a) Penarikan/pembebanan giro yang melampaui saldonya; 
b) Penarikan/pembebanan R/C yang melampaui plafonnya. 
3.  Penggolongan Berdasarkan Bidang Ekonomi 
Dalam hal ini suatu kredit dapat dibagi ke dalam : 
a. Kredit untuk sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian; 
b. Kredit untuk sektor pertambangan; 
c. Kredit untuk sektor perindustrian; 
d. Kredit untuk sektor listrik, gas, dan air; 
e. Kredit untuk sektor konstruksi;  
f.  Kredit untuk sektor perdagangan, restoran, dan hotel; 
g. Kredit pengangkutan, perdagangan, dan komunikasi; 
h. Kredit untuk sektor jasa; 
i. Kredit untuk sektor lain-lain. 
4. Penggolongan Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya 
Untuk itu kredit dibagi ke dalam: 
a.  Kredit Konsumtif, ini merupakan kredit yang diberikan 
kepada debitor untuk keperluan konsumsi seperti kredit profesi, 
kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-




b.  Kredit Produktif, yang terdiri dari: 
1) Kredit Investasi: Kredit yang dipergunakan untuk membeli 
barang modal atau barang-barang tahan lama, seperti 
tanah, mesin, dan sebagainya. Namun demikian, sering 
juga kredit ini digolongkan ke dalam Kredit Bantuan 
Proyek; 
2) Kredit Modal Kerja (Working Capital Credit/ Kredit 
Ekploitasi): kredit untuk membiayai modal lancar yang 
habis dalam pemakaian, seperti untuk barang dagangan, 
bahan baku, overhead produksi, dan sebagainya; 
3) Kredit Likuiditas: Kredit yang diberikan dengan tujuan 
untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan 
likuiditas. Misalnya kredit likuiditas dari Bank Indonesia 
yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuiditas di 
bawah bentuk uang. 
5. Penggolongan Kredit Berdasarkan Objek yang Ditransfer Dapat 
dibagi ke dalam: 
a.  Kredit Uang (Money Credit), di mana pemberian dan 
pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang; 
b.  Kredit Bukan Uang (Non Money Credit, Mercantile Credit, 
Merchant Credit), di mana diberikan dalam bentuk barang dan jasa 
dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang. 
6. Penggolongan Kredit Berdasarkan Waktu Pencairannya.  
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Dalam hal ini suatu kredit dapat dibagi lagi ke dalam: 
a.  Kredit Tunai (Cash Credit), di mana pencairan kredit 
dilakukan dengan tunai atau pemindahbukuan ke dalam rekening 
debitor; 
b.  Kredit Tidak Tunai (Non Cash Credit), di mana kredit tidak 
dibayar pada saat pinjaman dibuat. 
7.  Penggolongan Kredit Menurut Cara Penarikannya.  
Apabila dilihat dari segi penarikannya, maka suatu kredit dapat 
dibagi ke dalam: 
a.  Kredit Sekali Jadi (Alfopend). Yakni kredit yang pencarian 
dananya dilakukan sekaligus, misalnya secara tunai ataupun 
pemindahbukuan; 
b.  Kredit Rekening Koran. Dalam hal ini, baik penyediaan dana 
ataupun penarikan dana tidak dilakukan sekaligus, melainkan 
secara tidak teratur kapan saja dan berulang kali. 
c.  Kredit Berulang-ulang (Revolving Loan). Kredit semacam ini 
biasanya diberikan terhadap debitor yang tidak memerlukan kredit 
sekaligus, melainkan secara berulang-ulang sesuai kebutuhan, 
asalkan masih dalam batas maksimum dan masih dalam jangka 
waktu yang diperjanjikan; 
d.  Kredit Bertahap. Kredit bertahap ini merupakan kredit yang 
pencairan dananya dilakukan secara bertahap dalam beberapa 
termin, misalnya tranche I, II, III, dan IV; 
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e.  Kredit Tiap Transaksi (self-liquidating atau eenmalige 
transactie crediet). Merupakan kredit yang diberikan untuk satu 
transaksi tertentu, di mana pengembalian kredit diambil dari hasil 
transaksi yang bersangkutan. 
8.  Penggolongan Kredit dilihat dari Pihak Kreditornya  
Apabila dilihat dari segi pihak pemberi kredit, maka suatu kredit 
dapat digolong-golongkan ke dalam:  
a.  Kredit Terorganisasi (Organized Credit), yakni kredit yang 
diberikan oleh badan-badan yang terorganisir secara legal dan 
memang berwenang memberikan kredit. Misalnya bank,koperasi, 
dan sebagainya; 
b.  Kredit Tidak Terorganisasi (Unorganizazed Credit). 
Merupakan kredit yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok 
orang ataupun badan yang tidak resmi untuk memberikan kredit. 
9.  Penggolongan Kredit berdasarkan Negara Asal Kreditor 
Apabila ditinjau dari segi asal negara dari mana kreditor berada, 
maka suatu kredit dapat digolong-golongkan sebagai berikut: 
a.  Kredit Domestik (Domestic/Onshore Credit)  
 Merupakan kredit yang debitor/kreditor utamanya berasal dari 
dalam negeri; 
b.  Kredit Luar Negeri (Foreign/Offshore Credit) 




10.  Pengolongan Kreditor Berdasarkan Jumlah Kreditor 
Berdasarkan berapa banyaknya jumlah kreditor, maka suatu kredit 
dapat dibagi ke dalam: 
a.  Kredit dengan Kreditor Tunggal 
Yakni kredit yang kreditornya hanya satu orang/satu badan hukum 
saja. Ini yang sering disebut dengan Single Loan; 
b.  Kredit Sindikasi (Syndicated Credit) 
 Ini merupakan kredit di mana pihak kreditornya terdiri dari 
beberapa badan hukum, di  mana biasanya salah satu di antara 
kreditor tersebut bertindak sebagai Lead Creditor/Lead Bank. 
Menurut Kasmir ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit 
yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, yang terdiri atas:18 
a. Character, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini 
adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan 
keyakinan kepada Bank,bahwa sifat atau watak dari orang-orang 
yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. 
b. Capacity (capability), untuk melihat kemampuan calon 
nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan 
mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba. 
c. Capital, dimana untuk mengetahui sumber-sumber 
pembiayaan yang dimilikinasabah terhadap usaha yang akan 
dibiayai oleh Bank. 
                                                          





d. Collateral, merupakam jaminan yang diberikan calon 
nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan 
hendaknya melebihi jumlah kredityang diberikan. 
e.  Condition, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi 
ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai 
sektor masing-masing. 
Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P menurut 
Kasmir adalah sebagai berikut :19 
1.  Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya 
atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality 
juga mencakup sikap,emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah 
dalam menghadapi suatu masalah. 
2. Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi 
tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, 
loyalitas serta karakternya.Sehingga nasabah dapat digolongkan ke 
golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda 
dari bank. 
3. Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam 
mengambil kredit,termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. 
Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai 
contoh apakah untuk modal kerja atauinvestasi, konsumtif atau 
produktif, dan lain sebagainya. 
                                                          
19 Kasmir, op.cit., hlm 96. 
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4.  Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang 
akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain 
mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika 
suatu fasilitas kredit yang di biayaitanpa mempunyai prospek, 
bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah. 
5. Payment merupakan ukuran nasabah bagaimana cara 
nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari 
sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. 
6. Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan 
nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke 
periode apakah akan tetapsama atau akan semakin meningkat, 
apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 
7.  Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha 
dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat 
berupa jaminan berupa jaminan barang atau orang atau jaminan 
asuransi. 
 
4. Batalnya Suatu Perjanjian  
Syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan untuk 
mengikatkan diri, para pihak mampu membuat perjanjian, ada hal 
yang diperjanjikan, dan dilakukan atas sebab yang halal. Dua hal 
yang pertama disebut sebagai syarat subjektif dan dua hal yang 
terakhir disebut syarat objektif. Dalam suatu perjanjian apabila pada 
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pembuatan perjanjiannya ada kekurangan mengenai syarat subjektif, 
maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (cancelling) oleh 
salah satu pihak. Dengan demikian selama perjanjian yang 
mengandung cacat subjektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap 
mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah.  
Maksudnya, perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang 
menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, atau 
karena paksaan, kekhilafan, penipuan ataupun mempunyai sebab 
yang bertentangan dengan undang-undang, atau ketertiban umum, 
maka perjanjian itu dapat dibatalkan, apabila suatu syarat objektifnya 
tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal), maka 
perjanjiannya batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut 
dianggap tidak pernah ada (null and void ).20 
Pada perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subjektifnya 
yang menyangkut kepentingan seseorang, yang mungkin tidak 
menginginkan perlindungan hukum terhadap dirinya, misalnya 
seseorang yang oleh undang-undang dipandang sebagai tidak 
cakap, mungkin sekali sanggup memikul tanggung jawab 
sepenuhnya terhadap perjanjian yang telah dibuatnya. Atau, seorang 
yang telah memberikan persetujuannya karena khilaf atau tertipu 
mungkin sekali segan atau malu meminta perlindungan hukum. 
                                                          
20 Subekti, op.cit., hlm. 22 
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Adanya kekurangan mengenai syarat subjektif itu tidak 
begitu saja dapat diketahui oleh hakim, jadi harus diajukan oleh 
pihak yang berkepentingan, dan apabila diajukan kepada hakim 
mungkin sekali disangkal oleh pihak lawan sehingga memerlukan 
pembuktian.21 
Pada perjanjian yang kekurangan syarat-syarat objektifnya 
yaitu tidak mengandung suatu hal tertentu dapat dikatakan bahwa 
perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak jelas 
apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Keadaan tersebut 
dapat seketika dilihat oleh hakim. Tentang perjanjian yang isinya 
tidak halal, jelaslah bahwa perjanjian yang demikian tidak boleh 
dilaksanakan karena melanggar hukum atau kesusilaan. Hal yang 
demikian juga seketika dapat diketahui oleh hakim. Dari sudut 
keamanan dan kertertiban, jelaslah bahwa perjanjian-perjanjian 
tersebut harus dicegah. 
 
 
B. Hak Tanggungan sebagai Jaminan 
1. Dasar Hukum dan Pengertian Hak Tanggungan 
a. Dasar Hukum Hak Tanggungan 
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 
Berkaitan Dengan Tanah, peraturan perundang-undangan yang 
                                                          
21 Ibid, hlm. 23 
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mengatur tentang pembebanan hak atas tanah adalah Bab 21 Buku II 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berkaitan dengan 
hipotek dan credietverband dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana 
telah diubah dengan Staatsblad 1937-190.23  
Lahirnya Undang-Undang tentang Hak Tanggungan merupakan  
perintah dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). 
Pasal  51 UUPA mengatur : 
“Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada hak  milik guna 
usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, Pasal  33, 
dan Pasal 39 diatur dalam undang-undang”.  
Namun dalam Pasal 57  Undang-Undang Pokok Agraria diatur 
bahwa selama undang-undang Hak Tanggungan belum terbentuk, 
maka digunakan ketentuan tentang hipotek sebagaimana yang diatur 
di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan  credietverband. 
Perintah Pasal 51 UUPA baru terwujud setelah menunggu selama 36 
tahun yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah pada tanggal 9 April 1996. 
b. Pengertian Hak Tanggungan 
  Pasal 1 ayat (1) UUHT mengatur pengertian Hak 
Tanggungan, yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah: 
                                                          




 “Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut 
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu 
untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 




Menurut Boedi Harsono, Hak Tanggungan adalah Hak penguasaan 
atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditor untuk berbuat sesuatu 
mengenai tanah yang dijadikan agunan. Namun bukan untuk dikuasai 
secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitor 
cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian 
sebagai pembayaran lunas hutang debitor kepadanya.24 
 
2. Ciri-Ciri dan Sifat Hak Tanggungan 
a. Ciri-Ciri Hak Tanggungan 
Berdasarkan Angka 3 Penjelasan Umum dari Undang-Undang 
Hak Tanggungan disebutkan bahwa Hak Tanggungan sebagai 
lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat harus mempunyai ciri-ciri 
sebagai berikut :25  
a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului 
kepada pemegangnya (droit de preference). Dalam batang 
tubuh Undang-Undang Hak Tanggungan, hal ini ditegaskan 
                                                          
24  Boedi Harsono, Konsepsi Pemikiran Tentang Undang-Undang Hak Tanggungan 
(Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kesiapan dan Persiapan dalam Rangka 
Pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan, Bandung, 27 Mei 19960, hlm. 1. 
25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, op.cit.,Penjelasan Umum. 
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dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 20 ayat (1). Apabila debitor 
cidera janji (wanprestasi), maka debitor pemegang hak 
tanggungan berhak menjual tanah yang dibebani Hak 
Tanggungan tersebut melalui pelelangan umum dengan hak 
mendahului dari kreditor yang lain. 
b. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun 
objek itu berada (droit de suite), hal ini ditegaskan dalam Pasal 
7. Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi 
kepentingan pemegang Hak Tanggungan. Meskipun objek Hak 
Tanggungan telah berpindah tangan dan menjadi milik pihak 
lain, namun kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya 
untuk melakukan eksekusi apabila debitor cidera janji 
(wanprestasi).  
c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat 
mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  
d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, hal ini diatur dalam 
Pasal 6. Apabila debitor cidera janji (wanprestasi), maka 
kreditor tidak perlu menempuh acara gugatan perdata biasa 
yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.  
Kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat menggunakan 
haknya untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan 
umum. Selain melalui pelelangan umum berdasarkan Pasal 6, 
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eksekusi objek hak tanggungan juga dapat dilakukan dengan cara 
“parate executie” sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 
158 RBg bahkan dalam hal tertentu penjualan dapat dilakukan 
dibawah tangan.26  
b. Sifat-Sifat Hak Tanggungan  
Disamping memiliki empat ciri di atas Hak Tanggungan juga 
mempunyai beberapa sifat seperti :27 
a. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi 
Maksud dari hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, yaitu hak 
tanggungan membebani secara utuh objeknya dan setiap 
bagian dari padanya. Pelunasan sebagian utang yang dijamin 
tidak membebaskan sebagian objek dari beban hak 
tanggungan. Hak tanggungan yang bersangkutan tetap 
membebani seluruh objek untuk sisa utang yang belum 
dilunasi.  
b. Hak tanggungan merupakan perjanjian accesoir. 
Hak tanggungan diberikan untuk menjamin pelunsaan hutang 
debitor kepada kreditor, oleh karena itu hak tanggungan 
merupakan perjanjian accesoir pada suatu perjanjian yang 
menimbulkan hubungan hukum utang-piutang sebagai 
perjanjian pokok. Kelahiran, eksistensi, peralihan, eksekusi, 
                                                          
26 Boedi Harsono, 2000, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, hlm.420. 




berakhir dan hapusnya hak tanggungan dengan sendirinya 
ditentukan oleh peralihan dan hapusnya piutang yang dijamin 
pelunasannya. Tanpa ada suatu piutang tertentu yang secara 
tegas dijamin pelunasannya, maka menurut hukum tidak akan 
ada hak tanggungan. 
 
3. Subjek Hak Tanggungan  
a. Pemberi Hak Tanggungan  
Dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan 
mengatur bahwa :  
“Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau 
badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 
perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang 
bersangkutan”. 
 
Berdasarkan Pasal 8 tersebut, maka pemberi Hak 
Tanggungan disini adalah pihak yang berutang atau debitor. 
Namun, subjek hukum lain dapat pula dimungkinkan untuk 
menjamin pelunasan utang debitor dengan syarat Pemberi Hak 
Tanggungan mempunyai kewenangan untuk melakukan 
perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan. 
Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 
terhadap  objek hak tanggungan tersebut harus ada pada 
pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak 
tanggungan dilakukan, karena lahirnya hak tanggungan adalah 
pada saat didaftarkannya hak tanggungan, maka kewenangan 
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untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak 
tanggungan diharuskan ada pada pemberi hak tanggungan 
pada saat pembuatan buku tanah hak tanggungan.28 Dengan 
demikian, pemberi hak tanggungan tidak harus orang yang 
berutang atau debitor, akan tetapi bisa subjek hukum lain yang 
mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 
terhadap objek hak tanggungannya. 
b. Penerima Hak Tanggungan 
Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Hak Tanggungan 
mengatur bahwa: 
“ Hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan 
hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang”.  
 
Sebagai pihak yang berpiutang di sini dapat berupa 
lembaga keuangan berupa bank, lembaga keuangan bukan 
bank, badan hukum lainnya atau perseorangan. Hak 
tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah tidak 
mengandung kewenangan untuk menguasai secara fisik dan 
menggunakan tanah yang dijadikan jaminan, maka tanah tetap 
berada dalam penguasaan pemberi hak tanggungan. 
 
 
                                                          
28 Purwahid Patrik, 1989, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT. Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.52. 
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4.  Objek Hak Tanggungan  
Objek hak tanggungan adalah sesuatu yang dapat dibebani 
dengan hak tanggungan. Untuk dapat dibebani hak jaminan atas 
tanah, maka objek hak tanggungan harus memenuhi empat syarat, 
yaitu :29  
a. Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa 
uang. Maksudnya adalah jika debitor cidera janji maka objek 
hak tanggungan itu dapat dijual dengan cara lelang; 
b. Mempunyai sifat dapat dipindahkan, karena apabila debitor 
cidera janji, maka benda yang dijadikan jaminan akan dijual. 
Sehingga apabila diperlukan dapat segera direalisasikan untuk 
membayar utang yang dijamin pelunasannya; 
c. Termasuk hak yang didaftar menurut perarturan pendaftaran 
tanah yang berlaku, karena harus dipenuhi “syarat publisitas”. 
Maksudnya adalah adanya kewajiban untuk mendaftarkan 
objek hak tanggungan dalam daftar umum, dalam hal ini adalah 
Kantor Pertanahan. Unsur ini berkaitan dengan kedudukan 
diutamakan atau preferen yang diberikan kepada kreditor 
pemegang hak tanggungan terhadap kreditor lainnya. Untuk itu 
harus ada catatan mengenai hak tanggungan tersebut pada 
buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang dibebaninya, 
sehingga setiap orang dapat mengetahuinya; 




d. Memerlukan penunjukan khusus oleh undang-undang. Dalam 
Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa 
yang dapat dibebani dengan hak tanggungan adalah : 
1. Hak Milik (Pasal 25 UUPA); 
2. Hak Guna Usaha (Pasal 33 UUPA); 
3. Hak Guna Bangunan (Pasal 39 UUPA); 
4. Hak Pakai atas Tanah Negara (Pasal 4 ayat (2) , yang 
berdasarkan ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan 
menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. Maksud dari 
hak pakai atas tanah Negara di atas adalah Hak Pakai 
yang diberikan oleh Negara kepada orang perseorangan 
dan badan-badan hukum perdata dengan jangka waktu 
terbatas, untuk keperluan pribadi atau usaha. Sedangkan 
Hak Pakai yang diberikan kepada instansi-instansi 
Pemerintah, Badan-badan Keagamaan dan Sosial serta 
Perwakilan Negara Asing yang peruntukkannya tertentu 
dan telah didaftar bukan merupakan hak pakai yang 
dapat dibebani dengan hak tanggungan karena sifatnya 
tidak dapat dipindahtangankan. Selain itu, Hak Pakai 
yang diberikan oleh pemilik tanah juga bukan merupakan 
objek hak tanggungan; 
5. Bangunan  Rumah Susun dan Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak 
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Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang 
diberikan oleh Negara. 
 
5. Proses Pembebanan Hak Tanggungan 
Tahap pembebanan hak tanggungan didahului dengan janji 
akan memberikan hak tanggungan. Menurut Pasal 10 Ayat (1) 
Undang-Undang Hak Tanggungan, janji tersebut wajib dituangkan 
dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian 
utang piutang.  
Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan dalam 
dua (2) tahap, yaitu tahap pembebanan hak tanggungan dan tahap 
pendaftaran hak tanggungan, yaitu sebagai berikut :30   
1. Tahap Pembebanan Hak Tanggungan.  
Menurut Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang hak tanggungan: 
“pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku” 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum 
yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan 
akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, sebagai bukti 
                                                          
30 Sutardja Suadrajat, 1997, Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertifikatnya, 
Mandar Maju, Bandung, hlm.54.  
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perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam 
daerah kerjanya masing-masing; 
2. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan  
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Hak 
Tanggungan, pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada 
Kantor Pertanahan. Pasal 13 ayat (2) memutuskan bahwa 
selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja setelah penandatanganan 
Akta Pembuatan Hak Tanggungan (APHT), PPAT wajib 
mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang 
diperlukan kepada Kantor Pertanahan. Pasal 13 ayat (4) 
menyatakan tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal 
hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang 
diperlukan bagi pendaftarannya dan pada Pasal 13 ayat (5) 
menyatakan Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah 
Hak Tanggungan.  
Dengan demikian dari rumusan Pasal 13 Undang-Undang 
Hak Tanggungan tersebut dapat diketahui bahwa Hak 
Tanggungan lahir pada saat pendaftaran Hak Tanggungan pada 




                                                          
31 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op.cit., hal.214. 
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6.  Eksekusi Hak Tanggungan  
Sebelum membahas mengenai Eksekusi Hak Tanggungan, 
maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari eksekusi itu 
sendiri. Menurut Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Objek dari 
eksekusi adalah salinan putusan dan grosse akta (salinan pertama 
dari akta otentik). Grosse akta dapat dieksekusi karena memuat titel 
eksekutorial, sehingga Grosse akta dapat disamakan kekuatannya 
dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.32 
Sudikno Mertokusumo juga memberikan eksekusi sebagai 
pelaksanaan putusan. Terdapat beberapa jenis pelaksanaan putusan 
(eksekusi) yaitu sebagai berikut :33  
a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan 
untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan 
adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam 
Pasal 196 HIR (Pasal 208 RBg); 
b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan 
suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR (Pasal 259 
RBg). Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi 
yang berupa perbuatan. Akan tetapi pihak yang dimenangkan 
dapat minta kepada hakim agar kepentingan yang akan 
diperolehnya dinilai dengan uang; 
                                                          
32 Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, hlm. 128 




c. Eksekusi riil. Eksekusi ini merupakan pelaksanaan prestasi yang 
dibebankan kepada debitor oleh putusan hakim secara 
langsung. Jadi eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan yang 
menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan 
secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Dengan 
eksekusi riil maka yang berhaklah yang menerima prestasi. 
Prestasi yang terhutang seperti yang kita telah ketahui misalnya: 
pembayaran sejumlah utang, melakukan suatu perbuatan 
tertentu , tidak berbuat, menyerahkan benda. Dengan demikian 
maka eksekusi mengenai ganti rugi dan uang paksa bukan 
merupakan eksekusi riil; 
d. Eksekusi langsung. Disamping ketiga jenis eksekusi diatas, 
masih dikenal apa yang dinamakan “parate executie” atau 
eksekusi langsung. Parate executie terjadi apabila seorang 
kreditor menjual barang-barang tertentu milik  debitor tanpa 
mempunyai titel eksekutorial (Pasal 1155,1175 ayat 2 
KUHPerdata).  
Eksekusi Hak Tanggungan sendiri diatur dalam Pasal 20 
Undang-Undang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut : 
Pasal 20 Ayat (1) :  
“ Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan : 
a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek 
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau; 
b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), 
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objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut 
tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
untuk pelunasan pilainnya utang pemegang Hak Tanggungan 
dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor”.  
Pasal 20 ayat (2) : 
“ Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, 
penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah 
tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi 
yang menguntungkan semua pihak”. 
Pasal 20 ayat (3) :  
“Pelaksanaan penjualan sebagaimana yang dimaksud pada yang 
dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 
(satu) bulan sejak dberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau 
pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat 
kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media 
massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan”. 
 
Berdasarkan  ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Hak 
Tanggungan tersebut, eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan 
melalui 3 (tiga) cara, yaitu :  
1. Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual hak 
tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak 
Tanggungan; 
2. Eksekusi atas titel eksekutorial yang terdapat pada Sertifikat 
Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(2). Irah-Irah (Kepala Putusan) yang dicantumkan pada 
Sertipikat Hak Tanggungan memuat kata-kata “DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA”, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan 
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eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan, sehingga apabila 
debitor cidera janji, siap untuk di eksekusi seperti halnya suatu 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga 
parate execute sesuai dengan Hukum Acara Perdata; 
3. Eksekusi dibawah tangan, yaitu penjualan objek hak 
tanggungan yang dilakukan oleh Pemberi Hak Tanggungan, 
berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak tanggungan, 
jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi. 
 
7. Hapusnya Hak Tanggungan  
Dalam Pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan diatur 
sebab-sebab hapusnya hak tanggungan sebagai berikut: 
a.    Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan; 
b. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak 
tanggungan; 
c. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan 
peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri; 
d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. 
Dasar yang disebutkan pertama tersebut di atas adalah 
sesuai dengan sifat accessoir dari suatu jaminan. Yang dimaksud 
dengan “hutang” adalah hutang dalam perikatan pokoknya, sedang 
“hapus” disini berarti tidak ada perikatan lagi, yang bisa terjadi tidak 
39 
 
hanya karena pembayaran saja atau pelunasan, tetapi meliputi 
semua sebab yang disebutkan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia kalau perikatan pokoknya hapus 
maka accesoir-nya juga hapus demi hukum. 
Dalam Pasal 18 ayat 2 UUHT diatur, Hapusnya Hak 
Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan 
dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya Hak 
Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan kepada 
pemberi Hak Tanggungan. Juga disebutkan dalam Pasal 18 ayat 3 
bahwa hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak 
Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua 
Pengadilan Negeri terjadi karena permohonan pembeli hak atas 
tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut agar hak atas tanah 
yang dibelinya itu dibersihkan dari beban Hak Tanggungan.  
Yang dimaksud dengan pembersihan adalah pembersihan 
dari sisa beban hak tanggungan yang menindih objek hak 
tanggungan. Kalau sisa beban hak tanggungan dibersihkan, maka 
tidak ada lagi beban tanggungan yang melekat pada objek hak 
tanggungan. Pembersihan bisa terjadi dalam suatu penentuan 
peringkat kreditor dalam suatu kepailitan–kepailitannya pemberi 
jaminan, tetapi yang dimaksud di sini adalah tuntutan pembersihan 
yang datang dari seorang pembeli-lelang. Pada asasnya seorang 
pembeli objek hak tanggungan dalam suatu lelang baik lelang 
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eksekusi maupun lelang sukarela, dapat minta pembersihan objek 
hak tanggungan yang dibelinya dari sisa beban, yang jumlahnya 
melebihi harga pembelian,34 sehingga pembeli lelang akan menjadi 
pemilik objek lelang bersih dari segala beban. 
 
C. Lelang Hak Tanggungan  
1. Pengertian Lelang  
Pengertian lelang menurut Vendu Reglement (Stbl.Tahun 
1908 No.189 diubah dengan Stbl. 1940 No.56). 
 
 “Penjualan Umum” adalah : Pelelangan atau penjualan barang-
barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran 
yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam 
sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau 
sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau 
diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar 
harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga 
dalam sampul tertutup.35 
 
Pengertian lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang sebagaimana di dalam Pasal 1 ayat (1) 
menyatakan bahwa: “lelang adalah suatu cara penjualan barang 
terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis 
dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk 
mencapai harga tertinggi yang didahului. dengan pengumuman 
lelang”.  
                                                          
34 Undang-Undang No.4  Tahun 1996, Pasal 19 Ayat (1). 
35  F.X .Ngadijarno,op.cit.,hlm.20 
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Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan penjualan di 
muka umum atau yang biasanya disebut dengan lelang adalah: 
 
“pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum 
dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan 
persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran 
harga, atau dimana orang orang yang diundang atau sebelumnya 
sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau 
kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau 
yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau 
mendaftarkan”.36 
 
2. Asas-Asas Lelang 
Menurut FX Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, dan Isti Indri 
Listani dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang lelang dapat 
ditemukan adanya Asas Lelang yaitu:37 
1. Asas Keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan 
masyarakat mengetahui adaya rencana lelang dan 
mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang 
sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Oleh karena 
itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan 
pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi 
praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan 
kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme 
(KKN); 
                                                          
36 M. Yahya Harahap, 1989, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. 
Gramedia Pustaka, Jakarta,hlm.115. 
37 FX.Ngadijarno,op.cit., hlm. 40. 
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2. Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses 
pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan 
secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. 
Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat 
Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya 
pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang 
eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara 
sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak 
tereksekusi; 
3. Asas Kepastian Hukum menghendaki agar lelang yang telah 
dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. 
Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat 
Lelang yang merupakan akte otentik. Risalah Lelang 
digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan Pejabat 
Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan 
kewajibannya; 
4. Asas Efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan 
dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena 
lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan 
dan pembeli disahkan pada saat itu juga; 
5. Asas Akuntabilitas menghendaki agar lelang yang 
dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat 
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dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang 
berkepentingan. Pertanggungjawaban Pejabat Lelang meliputi 
administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang. 
 
3. Syarat-Syarat Pelaksanaan Lelang 
Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
106/PMK.06/2013 jo. Pasal 6 Keputusan Direktorat Jenderal Piutang 
dan Lelang Negara Nomor 35/PL/2002 Tentang syarat lelang, syarat 
lelang adalah asas atau patokan yang harus ditegakkan Pejabat 
Lelang pada pelaksanaan lelang mengenai syarat lelang yang terdiri 
dari syarat umum dan syarat khusus yaitu : 
a. Syarat umum lelang merupakan syarat yang berlaku dalam 
setiap pelaksanaan lelang. Yang termasuk syarat umum 
adalah :  
1. Dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang atau ditutup 
dan disahkan oleh Pejabat Lelang kecuali ditentukan 
lain oleh peraturan perundang-undangan; 
2. Terbuka untuk umum yang dihadiri oleh :  
a) Penjual; 
b) 1 (satu) orang peserta atau lebih. 
Berdasarkan Pasal 4 (1)  Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 106/PMK.06/2013, Lelang tetap dilaksanakan 
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walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta 
lelang; 
3. Pengumuman lelang;  
4. Harga lelang dibayar secara tunai selambat-lambatnya 1 
(satu) hari setelah pelaksanaan lelang. 
b. Syarat Tambahan Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan jo. 
Pasal 6 ayat (2) Keputusan Direktorat Jenderal Piutang dan 
Lelang Negara memberi hak kepada penjual menentukan 
syarat-syarat lelang yang bersifat tambahan, yaitu: 
1. Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang 
sebelum pelaksanaan lelang; 
2. Jangka waktu bagi calon pembeli untuk melihat, 
meneliti secara fisik barang yang akan dilelang; 
3. Jangka waktu pembayaran harga lelang; 
4. Jangka waktu pengambilan penyerahan barang oleh 
pembeli. 
Syarat tambahan yang dapat ditentukan penjual berdasarkan 
Pasal 8 ayat (1) Keputusan Direktorat Jenderal Piutang dan 
Lelang Negara antara lain:  
1. Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
106/PMK.06/2013 menyatakan : pelaksanaan lelang 
atas tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi 
dengan SKT dari Kantor Pertanahan setempat. 
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Permintaan penerbitan SKT kepada Kepala Kantor 
Pertanahan setempat diajukan oleh Kepala KPKNL 
atau Pejabat Lelang Kelas II; 
2. Pasal 29 ditentukan bahwa setiap lelang disyaratkan 
adanya uang jaminan penawaran lelang, sementara 
dalam Pasal 30 ditentukan Penyetoran Uang Jaminan 
Penawaran Lelang dilakukan melalui rekening KPKNL 
atau langsung ke Bendahara Penerimaan KPKNL atau 
Pejabat Lelang Kelas I untuk lelang yang 
diselenggarakan oleh KPKNL; 
3. Pasal 35 mengatur bahwa setiap pelaksanaan lelang 
disyaratkan adanya Nilai Limit dan Penetapan Nilai 
Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang; 
4. Berdasarkan Pasal 36 : 
(1) Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai 
Limit,berdasarkan:  
a) penilaian oleh Penilai; atau 
b) penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir.  
(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf 
a merupakan pihak yang melakukan penilaian 




 (3) Penaksir/Tim Penaksir sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 huruf b merupakan pihak yang berasal 
dari instansi atau perusahaan Penjual, yang 
melakukan penaksiran berdasarkan metode yang 
dapat dipertanggungjawabkan, termasuk curator 
untuk benda seni dan benda antik/kuno;  
(4) Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi Sukarela 
atas barang bergerak milik orang, badan 
hukum/badan usaha swasta yang menggunakan 
Nilai Limit ditetapkan oleh Pemilik Barang;  
(4a) Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi Sukarela 
atas barang tetap berupa tanah dan/atau bangunan 
ditetapkan oleh Pemilik Barang, berdasarkan hasil 
penilaian dari penilai; 
(5) Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi 
peserta pada Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 
UUHT, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual 
berdasarkan hasil penilaian dari Penilai; 
(6) Dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 
UUHT dengan Nilai Limit paling sedikit 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Nilai Limit 
harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil 
penilaian dari penilai. 
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5.   Pasal 37 ditentukan : 
(1)  Nilai Limit bersifat tidak rahasia; 
(2) Untuk Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi 
Wajib, dan Lelang Non Eksekusi Sukarela atas 
barang tidak bergerak, Nilai Limit harus 
dicantumkan dalam pengumuman lelang. 
6. Berdasarkan Pasal 38, dalam hal pelaksanaan Lelang 
Ulang, Nilai Limit dapat diubah oleh Penjual dengan 
ketentuan: 
 a. menunjukkan hasil penilaian yang masih berlaku, 
dalam hal Nilai Limit pada lelang sebelumnya 
didasarkan pada penilaian oleh penilai; atau 
b. menunjukkan hasil penaksiran yang masih berlaku, 
dalam hal Nilai Limit pada lelang sebelumnya 
didasarkan pada penaksiran oleh penaksir/tim penaksir. 
7. Pasal 39 diatur Nilai Limit dibuat secara tertulis dan 
diserahkan oleh Penjual kepada Pejabat Lelang paling 









4.   Jenis-Jenis Lelang 
Jenis-jenis lelang yang ada menurut Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 106/PMK.06/2012 Pasal 1 ayat 4, 5, dan 6 
adalah:    
a. Lelang Eksekusi, 
adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan 
atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, 
dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang 
Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi 
Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, 
Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan 
(UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang 
Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, 
Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang 
Eksekusi Gadai. 
b.  Lelang Non Eksekusi, 
Lelang non eksekusi ini dibedakan lagi menjadi : 
1) Lelang Non Eksekusi Wajib 
adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik 
negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–
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Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara atau barang milik Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan 
perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara 
lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan 
pertama. 
2) Lelang Non Eksekusi Sukarela 
Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk 
melaksanakan penjualan barang milik perorangan, 
kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang 
secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D 
berbentuk persero. 
5. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan  
Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 
106/PMK.06/2013 mengklasifikasi lelang menjadi 2 (dua), yaitu Lelang 
Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi. Lelang eksekusi adalah penjualan 
umum untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau 
penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan 
putusan pengadilan, seperti Hipotek, Hak Tanggungan atau Jaminan 
Fidusia. Sedangkan Lelang Non Eksekusi adalah penjualan umum di 
luar pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan yang terdiri dari 




Pelaksanaan lelang eksekusi pada dasarnya menganut 
prinsip dasar yang sama, yaitu untuk mencairkan sejumlah tagihan 
kreditor atas debitor yang ingkar janji (wanprestasi). Dalam hal 
penyelesaian kredit macet melalui Pengadilan Negeri karena adanya 
perkara gugatan maka pelelangan dilakukan sebagai pelaksanaan 
putusan Hakim dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum 
tetap (in kraacht), sebagaimana ketentuan Pasal 195 HIR dan Pasal 
206 RBG. Dalam hal ini apabila pelaksanaan putusan telah sampai 
pada tahap pelaksanaan lelang, umumnya tidak dapat lagi dihentikan 
dengan perlawanan debitor maupun pihak ketiga. Perlawanan pihak 
ketiga hanya dapat diajukan berdasarkan pengakuan bahwa barang 
yang dilelang adalah miliknya. Pelaksanaan lelang baru dapat 
ditangguhkan/ dihentikan apabila pelawan dapat menunjukkan 
penetapan pengadilan yang berisi perintah penangguhan pelelangan 
oleh Ketua Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 207 dan 208 
HIR atau Pasal 227 dan 228 RBG. 
Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dalam UUHT 
diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf a huruf b dan Ayat (2) UUHT jo 
Pasal 224 HIR atau 258 Rbg, Pasal-pasal tersebut sangat terkait 
dengan ketentuan dalam Pasal 6 beserta penjelasan, Pasal 14 dan 
Pasal 26 UUHT. Sesuai penjelasan umum ayat 9 UUHT, salah satu 
ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam 
pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara 
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umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara 
Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara 
khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-
Undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate executie 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang 
Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal 258 
Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura 
(Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten 
Java en Madura). Sehubungan dengan itu pada sertifikat Hak 
Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat tanda-bukti adanya Hak 
Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", 
untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 
6. Prosedur Pelaksanaan Lelang Eksekusi 
Uraian secara sederhana prosedur pelaksanaan lelang melalui 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan 
tahapan sebagai berikut: 39 
a.    Permohonan lelang dari Pemilik Barang/Penjual 
Pihak penjual mengajukan permohonan lelang secara tertulis 
ditujukan kepada KPKNL. Penjual harus segera melengkapi surat 
                                                          
39 http://www.djkn.depkeu.go.id/pages/prosedur-lelang.html diakses pada tanggal 10 
Maret 2015 pukul 20.00 
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permohonan lelangnya dengan dokumen-dokumen/bukti-bukti hak 
dan kewenangannya menjual barang secara lelang. Selain itu Penjual 
dapat menetapkan syarat-syarat penjualan lelang asalkan tidak 
bertentangan dengan ketentuan lelang yang berlaku. 
b.    KPKNL menetapkan tanggal/hari dan jam lelang 
Setelah kantor lelang meneliti permohonan lelang beserta 
dokumen kelengkapannya tersebut dan memperoleh atas legalitas 
subyek dan objek lelang, maka kantor lelang (KPKNL) akan 
menetapkan waktu dan tempat lelang. 
c.    Pengumuman lelang di surat kabar harian 
Maksud dan tujuan dari Pengumuman Lelang adalah agar 
dapat diketahui oleh masyarakat luas sebagai upaya mengumpulkan 
peminat. Penjualan secara lelang wajib didahului dengan 
Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual. Pengumuman 
Lelang berdasarkan Pasal 42 PMK Nomor 93/PMK.06/2010 paling 
sedikit memuat: 
 1)    identitas Penjual; 
2)    hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang 
dilaksanakan; 
3)    jenis dan jumlah barang; 
4)    lokasi,  luas  tanah,  jenis  hak  atas  tanah,  dan  ada/tidak 
adanya bangunan,  khusus  untuk  barang  tidak  bergerak 
berupa tanah dan/atau bangunan; 
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5)    spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak; 
6)    waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang 
7)    Uang Jaminan Penawaran Lelang  meliputi besaran,  jangka 
waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam  hal dipersyaratkan 
adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang; 
8)    Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya 
dari  tangan pertama dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk 
barang bergerak; 
9)     Cara penawaran lelang; dan 
10)  Jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh  Pembeli. 
Pengumuman  Lelang  terbit pada hari kerja KPKNL dan tidak 
menyulitkan peminat lelang melakukan penyetoran Uang Jaminan 
Penawaran Lelang. 
Penjual  dapat  menambah  Pengumuman  Lelang  pada  media 
lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya. 
d.    Peserta lelang menyetorkan uang jaminan ke rekening KPKNL 
Uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima paling lambat 
1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan 
penawaran lelang dibebankan kepada pihak Peserta Lelang dengan 
besaran yang ditentukan oleh Penjual paling sedikit 20% (dua puluh 
persen) dari Nilai Limit dan paling banyak sama dengan Nilai Limit. 
Ketentuan mengenai besaran uang jaminan penawaran lelang 
disebutkan dalam Pasal 32 PMK Nomor 93/PMK.06/2010. Uang 
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jaminan penawaran merupakan prasyarat sebelum melakukan lelang 
dan hal ini dimaksudkan agar peserta lelang merasa terikat karena 
uang jaminan akan hilang apabila peserta yang ditunjuk sebagai 
Pembeli melakukan wanprestasi, sehingga  dapat dihindarkan dari 
adanya peserta yang tidak sungguh-sungguh berminat mengikuti 
lelang atau yang hanya main-main. 
e.    Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang dari KPKNL 
Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan undang-undang 
berwenang melaksanakan lelang. Setiap pelaksanaan 
lelang   (berdasarkan Pasal 1a Vendu Reglement dan Pasal 2 PMK 
Nomor 93/PMK.06/2010) harus dilakukan oleh    dan/atau 
dihadapan  Pejabat Lelang  kecuali  ditentukan  lain  oleh Undang-
Undang atau Peraturan Pemerintah. Lelang tetap dilaksanakan 
walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang dan dalam 
pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang dapat dibantu oleh  Pemandu 
Lelang. Penawaran lelang dilakukan secara tertulis dalam amplop 
tertutup dan diserahkan pada saat pelaksanaan lelang. Dalam hal 
terdapat nilai penawaran yang sama diantara peserta lelang, maka 
penawaran lelang akan dilanjutkan secara lisan naik-naik terhadap 
penawar tertinggi yang sama tersebut. 
Peserta lelang/kuasanya harus hadir pada saat pelaksanaan 
lelang dengan terlebih dahulu melakukan registrasi. Bagi peserta yang 
memberikan kuasa kepada pihak lain, harus disertai dengan Akta 
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Kuasa Notariil. Peserta Lelang yang teregistrasi wajib menyampaikan 
penawaran paling sedikit sama dengan harga limit, bila penawaran 
kurang dari harga limit, maka bersedia dimasukkan dalam daftar hitam 
peserta lelang. Dalam hal penawaran tertinggi dalam lelang telah 
sesuai dengan kehendak Penjual, maka barang akan dilepas dan 
Pejabat Lelang akan menetapkan penawar tertinggi sebagai 
Pemenang Lelang/Pembeli. Namun, dalam hal penawaran tertinggi 
ternyata belum mencapai harga jual yang dikehendaki (Harga Limit), 
maka Pejabat Lelang akan menetapkan bahwa obyek lelang akan 
ditahan atau tidak ditunjuk pemenangnya, kecuali Penjual setuju untuk 
melepaskan barang tersebut. 
 
f.     Pemenang lelang membayar harga lelang kepada KPKNL 
Pemenang lelang harus menyelesaikan pelunasan pembayaran 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, dan 
apabila pembayaran tidak dilunasi dalam jangka waktu yang 
ditentukan, maka jaminan lelang seluruhnya menjadi Hak Negara 
dengan disetorkan ke Kas Umum Negara. Pada dasarnya Pembeli 
membayar uang pembelian lelang secara kontan, namun apabila 
menggunakan cheque, maka sebelum cheque tersebut dikliring dan 
hasil kliringnya dinyatakan baik oleh pihak Bank. Pejabat Lelang 
diwajibkan menyetorkan uang hasil lelang ke rekening Penjual dalam 
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waktu 1 x 24 jam setelah diterimanya pelunasan uang hasil lelang dari 
Pembeli. 
 
g.    Bea Lelang disetorkan ke Kas Negara oleh KPKNL 
Bea lelang Pembeli yang dipungut sesuai dengan ketentuan 
peraturan Pemerintah tentang Bea Lelang, Staatsblad 1949-390, yaitu 
9% untuk barang bergerak dan 4,5% untuk barang tidak bergerak, dan 
uang miskin dipungut berdasarkan Pasal 18 Vendu Reglement 
sebesar 0,7% untuk barang bergerak dan 0,4% untuk barang tidak 
bergerak. Dilain pihak kepada Penjual juga dipungut Bea Lelang, yaitu 
3% untuk barang bergerak dan 1,5% untuk barang tidak bergerak 
dihitung dari Pokok Lelang. Kepada Penjual tidak dikenakan Uang 
Miskin 
h.    Hasil bersih lelang disetor ke pemohon lelang 
Dalam hal pemohon lelang/pemilik barang adalah instansi 
pemerintah maka hasil lelang disetorkan ke Kas Negara. Kemudian 
KPKNL menyerahkan dokumen dan Petikan Risalah Lelang sebagai 











A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung Provinsi Jawa 
Barat dengan fokus penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Kota 
Bandung dan instansi yang terkait yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung. Alasan dipilihnya kedua 
lokasi penelitian tersebut adalah karena terdapat peristiwa hukum 
yang terkait dengan objek penelitian penulis. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Data primer, adalah data yang langsung diperoleh dari 
wawancara/interview dengan Juru Sita Pengadilan Negeri 
Bandung,  juga kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung. 
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, peraturan perundang-undangan yaitu studi 
kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung 
No.274/Pdt.G/2013/PN.Bdg.-, putusan Pengadilan Negeri 
Kediri No.61/Pdt.G/2012/PN.Kdr,- serta Undang-Undang No. 
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5 Tahun 1960, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, 
Peraturan Menteri Keuangan No.160/PMK.06/2013 tentang 
petunjuk pelaksanaan lelang, juga sumber lainnya yang 
berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan 
dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian 
yakni : 
1. Penelitian pustaka (library research). Pengumpulan data 
pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan 
dengan hal-hal yang diteliti, yaitu Putusan Pengadilan Negeri 
Bandung No.274/Pdt.G/2013/PN.Bdg dan Putusan 
Pengadilan Negeri Kediri No.61/Pdt.G/2012/PN.Kdr. 
2. Penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan ini 
ditempuh dengan cara wawancara (interview) langsung 
kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung juga kepala 








D. Analisis Data 
Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan  























A.  Penentuan Nilai Limit Lelang yang tidak sesuai dengan Nilai 
Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai alasan pembatalan Lelang Eksekusi 
Hak Tanggungan. 
1. Penentuan Nilai Limit Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 
Peraturan Menteri Keuangan No. 106 Tahun 2013 Pasal 36 
mengatur bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan 
penjual/pemilik barang jaminan dalam menetapkan nilai limit lelang harus 
berdasarkan pada: 
a. penilaian oleh penilai; atau 
b. penaksiran oleh penaksir/tim penaksir. 
Penilai yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan pihak yang 
melakukan penilaian secara independen berdasarkan komptensi yang 
dimilikinya. Penaksir/Tim penaksir yang dimaksud dalam pasal tersebut 
juga merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan penjual, 
yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat 
dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda 
antik/kuno. Pada ayat 5 Pasal ini juga mengatur apabila dalam hal 
bank/kreditor akan ikut menjadi peserta lelang eksekusi berdasarkan 
Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) nilai limit harus 
ditetapkan oleh penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai. Untuk 
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dapat melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 
6 UUHT, maka nilai limit paling sedikit Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta 
Rupiah), nilai limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil 
penilaian dari penilai. 
Menurut Muhammad Akias, selaku Kepala Seksi Piutang dan 
Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung, 
beliau mengatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.93 Tahun 
2010 Nilai Limit lelang masih sepenuhnya ditentukan oleh penjual/pihak 
bank, sedangkan dalam pada Peraturan Menteri Keuangan No.106 Tahun 
2013 Pasal 36 ayat 6 bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak 
tanggungan dengan nilai limit paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus 
juta rupiah), nilai limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil 
penelitian dari penilai, dimana tim penilai dalam menentukan nilai limit 
serendah-rendahnya harus sesuai dengan nilai likuidasi sehingga pihak 
penjual tidak lagi dapat menentukan nilai limit lelang semaunya.40 
Menurut Anwar Hamid, selaku Juru Sita Lelang pada Pengadilan 
Negeri Bandung mengatakan bahwa meskipun nilai limit lelang ditentukan 
oleh Pihak Bank berdasarkan penilaian dari Tim Penilai harus tetap 
memerhatikan asas-asas lelang yang berlaku terutama asas keadilan. 
Dalam penentuan nilai limit lelang dibawah nilai jual objek pajaknya 
(NJOP), beliau mengatakan apabila objek jaminan telah sering diadakan 
lelang ulang namun tetap tidak ada peminat maka dari pihak penjual bisa 
                                                          
40 Wawancara dengan Muhammad Akias, yang dilaksanakan pada KPKNL Bandung, 
Tanggal 16 April 2015, Pukul 13.00 
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melaksanakan pelelangan dibawah nilai NJOP objek jaminan tersebut 
namun dari pihak penjual harus memberitahukan kepada debitor atau 
pemilik jaminan apabila objek jaminannya akan dilelang dengan nilai limit 
di bawah NJOP tetapi sebelumnya harus diberikan kesempatan sekurang-
kurangnya waktu 3 bulan kepada debitor untuk menjual sendiri objek 
jaminannya apabila dapat terjual dengan harga yang lebih tinggi untuk 
melunasi utang debitor kepada kreditor.41 
Menurut penulis dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri 
Keuangan No.106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 
dimana terdapat beberapa penambahan dari peraturan yang sebelumnya, 
salah satunya adalah dalam hal penentuan nilai limit lelang. Pada 
peraturan yang terbaru yakni Peraturan Menteri Keuangan 
No.106/PMK.06/2013 diatur ketentetuan tambahan bahwa dalam hal 
lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan nilai 
limit paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), nilai limit harus 
ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai, dimana 
nilai limit lelang serendah-rendahnya harus sesuai dengan nilai likuidasi 
sehingga kantor lelang memiliki wewenang untuk menolak permohonan 
lelang yang diajukan oleh Penjual apabila tidak sesuai dengan standar 
yang telah ditentukan. Hal tersebut menurut penulis merupakan langkah 
yang tepat sehingga dapat lebih menjamin tercapainya keadilan bagi para 
                                                          
41 Wawancara dengan Anwar Hamid, yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri 
Bandung, Tanggal 16 April 2015 Pukul 14.00. 
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pihak terutama pihak debitor selaku pihak yang objek jaminannya akan di 
lelang.  
 
2.  Pembatalan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan 
Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.106 Tahun 2013 
mengatur Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, tidak dapat dibatalkan kecuali ada putusan dari lembaga 
peradilan yang membatalkannya. Pembatalan pelaksanaan lelang 
eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan sebelum lelang maupun 
setelah lelang. 
Pembatalan sebelum lelang hanya dapat dibatalkan dengan 
permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari 
pengadilan. Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan pengadilan 
disampaikan secara tertulis harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang  
paling lama sebelum lelang dimulai. Dalam hal terjadi pembatalan lelang 
tersebut penjual dan pejabat lelang harus mengumumkan kepada peserta 
lelang pada saat pelaksanaan lelang. 
Pembatalan lelang atas permintaan penjual dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi 
penjual. Pembatalan lelang tersebut disampaikan secara tertulis dengan 
disertai alasan, dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama 
sebelum lelang dimulai, termasuk dalam pembatalan lelang atas 
permintaan penjual, apabila penjual tidak hadir dalam pelaksanaan lelang 
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yang menyebabkan lelang menjadi batal dilaksanakan. Pembatalan lelang 
atas permintaan penjual akan dikenakan Bea Lelang Batal sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Keuangan. 
Pasal 27 PMK Nomor 106/PMK.06/2013 mengatur bahwa 
pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuan yang 
dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal : 
a. SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan 
bangunan belum ada; 
b. Barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus 
Lelang Eksekusi; 
c. Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang 
Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain 
debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tersekekusi yang 
terkait kepemilikan objek lelang; 
d. Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita 
eksekusi/sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi; 
e.  Tidak  memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang 
karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan 
lelang; 
f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli 
dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang; 
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g. Pengumuman Lelang yang dilaksakan Penjual tidak 
dilaksanakan sesuai peraturan Perundang-Undangan; 
h. Keadaan memaksa (force majeur)/kahar; 
i. Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang 
tidak sesuai dengan surat penetapan nilai limit yang dibuat 
oleh penjual/pemilik barang; atau  
j. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang 
dilelang. 
Pada Pasal 28 PMK No.106 Tahun 2013, dalam hal terjadi 
pembatalan lelang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 dan 
Pasal 27, peserta lelang yang telah menyetorkan Uang Jaminan 
Penawaran Lelang atau menyerahkan Garansi Bank Jaminan Penawaran 
Lelang tidak berhak menuntut ganti rugi. 
Pembatalan lelang setelah pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan 
apabila ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang 
menyebutkan bahwa membatalkan pelaksanaan dari lelang tersebut. 
Pada kenyataannya pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan setelah 
pelaksanaan lelang dapat di lihat pada dua putusan pengadilan ini antara 
lain putusan pengadilan negeri bandung No.274/Pdt.G/2013/PN.Bdg,- 





a. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Bandung 
No.274/Pdt.G/2013/Pn.Bdg,- 
H. Arifin Marahayu (Penggugat I) selaku pemilik jaminan 
menjaminkan tanah miliknya yaitu sebidang tanah dan bangunan yang 
terletak di Blok Buah Batu Jalan Parakan Arum No.9 Kelurahan 
Batununggal Kecamatan Badung Kidul Kota Bandung, SHM No. 4163 
sebagaimana yang termuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 
No.1178/2012 Sertifikat Hak Tanggungan No.16351/2012 untuk jaminan 
utang dari M. Tio Agung Santika Marahayu (Penggugat II) kepada Bank 
Mega(Tergugat I) berdasarkan perjanjian utang piutang dibawah tangan 
No.2312/PK-SWE/WIL/BDG/11 tanggal 18 November 2011 sejumlah 
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Karena Penggugat II 
wanprestasi terhadap Tergugat I maka Tergugat I memberitahukan akan 
melakukan pelelangan terhadap barang agunan yang dijaminkan 
Penggugat I dengan nilai limit sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus 
delapan puluh tiga juta rupiah) dimana nilai limit tersebut sesuai dengan 
jumlah kewajiban pembayaran Penggugat II kepada Tergugat I. 
Pelelangan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang Bandung (Tergugat III) berdasarkan permintaan dari Tergugat I 
yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 21 Maret 2013 dengan harga 
lelang yang terjual sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh 
tiga juta rupiah) dan dimenangkan oleh Arief Hidayat (Tergugat II). Pihak 
penggugat merasa keberatan dengan hasil pelelangan tersebut karena 
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menurut mereka nilai limit yang ditentukan oleh penjual yaitu Bank Mega 
telah melanggar hukum karena nilai limit tersebut lebih kecil dari nilai jual 
objek pajaknya (NJOP), dimana NJOP Tahun 2013 objek tanah dan 
bangunan milik Penggugat I adalah sebesar Rp. 755.297.000,- (tujuh 
ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). 
Lelang yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap tanah dan bangunan 
milik Penggugat I yang dilakukan berdasarkan permintaan dari Tergugat 
1, dengan nilai limit sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh 
tiga juta rupiah) yang mana jumlah nilai limit tersebut berada di bawah 
nilai NJOP Tahun 2013 yaitu sebesar Rp.755.297.000,- (tujuh ratus lima 
puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga 
menimbulkan kerugian sebesar Rp.272.297.000,- (dua ratus tujuh puluh 
dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) pada Penggugat I ini 
menunjukkan Tergugat I sebagai pihak penjual tidak kompeten dan tidak 
professional dalam menentukan nilai limit sehingga para penggugat 
mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 
register perkara 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg,- dan menuntut agar 
dibatalkannya lelang eksekusi tersebut. 
 
b. Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri 
Bandung No.274/Pdt.G/2013/Pn.Bdg,- 
Pertimbangan hukum merupakan sesuatu yang harus ada dalam 
setiap putusan. Dalam pertimbangan hukum digambarkan sebagaimana 
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hakim dalam mengkualisir fakta atau kejadian, penilaian hakim terhadap 
fakta yang diajukan, pertimbangannya secara kronologis dan rinci setiap 
item dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan dalam menilai 
dan memutuskan perkara. Adapun pertimbangan hukum yang terdapat 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.274/Pdt.G/2013/PN.Bdg 
adalah sebagai berikut : 
Dalam Pokok Perkara: 
Bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti 
tersebut di atas : 
Bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah pada 
pokoknya tentang Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat III atas 
permintaan Tergugat I dan sebagai pemenang lelang oleh Tergugat II atas 
obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yaitu rumah tinggal terletak 
di Blok Buah Batu Jalan Parakan Arum No.9 Kelurahan Batununggal 
Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) 
No.4163 Kelurahan Batununggal yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 
2013 sebagaimana Risalah Lelang No.111/2013 adalah tidak sah dan 
batal demi hukum karena dengan harga limit lelang sebesar 
Rp.483.000.000,- ( empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah ) adalah 
tidak patut dan wajar karena jauh dibawah harga pasar atau minimal 
harga sesuai NJOP sebesar Rp.755.297.000,- ( tujuh ratus lima puluh lima 
juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ). 
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Tergugat I dan Tergugat II membantah bahwa dalil para Pengugat 
yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh 
Tergugat III atas permintaan Tergugat I terhadap obyek sengketa yaitu 
“Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 
4163/Kelurahan Batununggal NIB 10.15.26.04.05040 seluas 300 M2 
sesuai dengan Surat Ukur tanggal 19-10-2012 Nomor 00252/2012 yang 
terletak di kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul Kota 
Bandung Propinsi Jawa Barat yang saat ini dikenal sebagai Jalan Parakan 
Arum Nomor 9 berdasarkan Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan Kota Bandung tertanggal 26 Nopember 2012 telah dilakukan 
secara sah dengan mempedomani UU No. 4 Tahun 1995 tentang Hak 
Tanggungan, Peraturan Menteri Keuangan N0.93/ PMK.06/2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Perjanjian Kredit 2312/PKSME/ WIL-
BDG/11 jo Sertifikat Hak Tanggungan No.16351/2012 tanggal 2 Januari 
2013 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1178/2012 tanggal 30 
Nopember 2012. Tergugat II adalah pemenang Lelang yang beritikad baik 
yang harus dilindungi oleh hukum karena pada pelaksanaan Lelang hari 
Kamis 21 Maret 2013 di menangkan oleh Tergugat II pelaksanaan lelang 
ini sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan no.93/ PMK.06/2010, 
pasal 4 ayat 1 dan 2 dan berdasarkan risalah lelang No.111/2013, 
Tergugat II mengajukan peralihan Hak Sertifikat no.4163 menjadi Hak 
Tergugat II yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional Republik 
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Indonesia sebagai dasar Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997. 
Para Penggugat mengajukan bukti untuk membuktikan dalil – dalil 
gugatannya yaitu surat tertanda P.I,II – 1 s/d P.I,II – 13 serta satu orang 
saksi bernama Riski Budi Priyono sedangkan Tergugat I untuk 
membuktikan dalil – dalil sangkalannya mengajukan bukti surat tertanda 
T.I – 1 s/d T.I – 9 dan Tergugat II mengajukan bukti surat tertanda T.II – 1 
s/d T.II – 3. 
Obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan keterangan para 
pihak, surat–surat bukti dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat 
yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah Sebidang tanah dan 
bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4163/Kelurahan 
Batununggal NIB 10.15.26.04.05040 seluas 300 M2 sesuai dengan Surat 
Ukur tanggal 19 10-2012 Nomor 00252/2012 yang terletak di kelurahan 
Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Propinsi Jawa 
Barat setempat dikenal dengan Jalan Parakan Arum Nomor 9 Bandung 
dengan batas–batas sebelah utara dengan Rumah No.7 yang ada plang 
Dokter Gigi Neneng, sebelah Timur dengan Rumah penduduk, sebelah 
Selatan dengan Rumah No.11, sebelah Barat dengan Jalan Parakan 
Arum. 
Adapun berdasarkan keterangan para pihak dihubungkan dengan 
surat – surat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian di persidangan 
diperoleh fakta – fakta sebagai berikut : 
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- Bahwa obyek sengketa Sertifikat Hak Milik nomor 4163/Kelurahan 
Batununggal yang tercatat atas nama H. Arifin Marahayu, SH. M.H 
(Penggugat I ) adalah jaminan hutang Penggugat II selaku debitur 
terhadap Tergugat I sebagai kreditur dengan hak tanggungan 
peringkat pertama berdasarkan Perjanjian Kredit Fasilitas 
Pembiayaan mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor : 
2312/PK-SME/WIL/BDG/11 tanggal 18 Nopember 2011 
sebagaimana termuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 
No.1178/2012 Sertifikat Hak Tanggungan No.16351/2012 dengan 
besar pinjaman sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah); 
- Bahwa karena Penggugat II lalai membayar angsuran atas fasilitas 
kreditnya maka Tergugat I mengirimkan surat peringatan yaitu : 
- Surat Peringatan I No.1114/SME-COLL/BDG/VII/12, tertanggal 25 
Juli 2012; 
- Surat Peringatan II No.31 No.31/SME-COLL/BDG/VIII/12, 
tertanggal 2 Agustus 2012; 
- Surat Peringatan III No.157/SME-COLL/BDG/VIII/12, tertanggal 10 
Agustus 2012; 
- Bahwa karena Penggugat II tidak mengindahkan surat – surat 
peringatan yang telah dikirimkan oleh Tergugat I maka oleh 
Tergugat I mengirimkan Surat Permohonan Lelang Hak 
Tanggungan atas obyek sengketa kepada Kepala Kantor KPKNL 
(Tergugat III) Nomor 082/REMEDIAL/RBDG/I/13 tanggal 21 Januari 
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2013, atas surat tersebut Tergugat III mengirmkan Surat No. S-
49/WKN.8/KNL.0105/2013, tertanggal 18 Pebruari 2013, perihal 
penetapan hari dan tanggal lelang yang akan dilaksanakan tanggal 
21 Maret 2013 dan untuk tindak lanjut pelelangan Tergugat I 
mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan lelang ditujukan 
kepada Mohamad Tio Agung Santika Marahayu, 
No.282/REMEDIAL/RBDG/III/13, tanggal 04 Maret 2013 dengan 
harga limit lelang sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan 
puluh tiga juta rupiah) dimana lelang tersebut diberitahukan kepada 
Penggugat II akan  dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 
2013 , untuk pelaksanaan lelang Tergugat I telah memasang 
pengumuman yang diterbitkan melalui harian Galamedia pada hari 
Kamis tanggal 7 Maret 2013 sebagai Pengumuman Kedua; 
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang tanggal 21 Maret 2013 
pemenangnya adalah Tergugat II sebagaimana Risalah Lelang 
No.111/2013 dengan harga lelang sebesar Rp.483.000.000,- 
(empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah); 
Penggugat menyatakan nilai Hak tanggungan sebesar 
Rp.625.000.000,- adalah 70 % dari nilai taksir Tergugat I sebesar 
Rp.812.500.000,- (Delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 
nilai limit lelang yang ditentukan oleh Tergugat I adalah sebesar 
Rp.483.000.000,-, Nilai limit lelang tersebut lebih kecil dari NJOP tanah 
dan bangunan milik Penggugat I sehingga penentuan nilai limit oleh 
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Tergugat I tidak memenuhi dan melanggar ketentuan Peraturan Menteri 
Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 
karena Tergugat I telah tidak kompeten dan tidak professional dalam 
menentukan nilai limit yang seharusnya menimal sesuai dengan NJOP 
2013 yaitu Rp.755.297.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus 
Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) oleh karenanya Tergugat I telah 
melanggar hukum dengan melanggar ketentuan Peraturan Menteri 
Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 
Pasal 35 dan pasal 36, tetapi dalil ini dibantah oleh tergugat I dengan 
menyatakan dalil tersebut sangat mengada-ngada dan tidak berdasar, 
bahwa nilai Hak Tanggungan tidak dapat dijadikan dasar dalam 
menentukan Nilai taksir. Nilai taksir dianggap valid apabila dikeluarkan 
oleh lembaga penilai/appraisal/taksatur/penilai asset yang berwenang dan 
kompeten untuk mengeluarkan Nilai Taksir. Berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan No.93/ PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Lelang pada Pasal 35 tentang nilai limit pada ayat 2 menyebutkan 
Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab penjual (dalam hal ini 
PT.Bank Mega, Tbk) dan pada pasal 36 ayat (3) menyatakan Penaksir/ 
Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan Penjual yang melakukan 
penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan; 
Berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh tergugat ternyata 
Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan atas obyek sengketa 
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(periksa bukti T.I – 1 s/d T.I-9 ) telah melakukan hal – hal sebagaimana 
telah dipersyaratkan oleh KPKNL sesuai suratnya bukti T.1 – 6 khususnya 
mengenai pemberitahuan lelang , penetapan nilai limit dan pengumuman 
lelang (periksa bukti T.I-5 dan T.I-7 dan 8 ) kecuali pengumuman lelang I 
(pertama) dan bukti penaksiran dengan metode yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
Penggugat untuk membuktikan penentuan limit lelang yang tidak 
sesuai dengan minimal seharga NJOP atau harga pasar Penggugat 
mengajukan bukti P.I.II – 13 berupa Laporan Penilaian Properti ARIFIN 
MARAHAYU, Jl.Parakan Arum No.9, Desa Batununggal, Kecamatan 
Dayeuhkolot, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, tertanggal 10 
Desember 2013, dari Kantor Jasa Penilai Publik AGUS, FIRDAUS & 
REKAN, Profesional Appraisal & Consultant yang diperkuat oleh 
keterangan saksi ahli Rizki Budi Priyono sebagai Penilai dari Kantor Jasa 
Penilai Agus, Firdaus dan Rekan tersebut , berkesimpulan bahwa nilai 
property ( obyek sengketa ) pada tanggal penilaian 7 Desember 2013 nilai 
pasar sebesar Rp1.269.200.000,- dan nilai likuidasi adalah sebesar 
Rp.888.440.000,- . 
Di dalam kesimpulannya Tergugat I menyatakan saksi ahli yang 
diajukan oleh Penggugat adalah merupakan ahli yang tidak mempunyai 
kompetensi sebagai penaksir public karena belum mempunyai sertifikasi 




Majelis Hakim setelah meneliti dengan seksama tentang sertifikasi 
yang dimiliki oleh saksi ahli, metode yang digunakan, harga penilaian 
dalam resume tidak didukung oleh dokumen yang dapat 
dipertangungjawabkan data – data property terjual disekitar obyek 
sengketa , wawancara dengan subyek yang bertransaksi disekitar lokasi 
sehingga hasil penilaian hanya berdasarkan asumsi atau taksiran penilai 
maka oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan hasil penilaian 
saksi pada bukti P.I.II – 13. 
Pada Peraturan Menteri Keuangan Ri No.93/PMK.6/2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah memberikan kewenangan kepada 
Tergugat I selaku pemegang hak Tanggungan atas obyek sengketa telah 
melakukan penaksiran oleh penaksir atau Tim Penaksir Bank. 
Berdasarkan dari keseluruhan bukti – bukti yang diajukan oleh 
Tergugat I tidak terdapat tentang adanya bukti hasil penaksiran dari 
Penaksir atau Tim Penaksir yang dilakukan oleh Bank in casu Tergugat I 
berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga 
penentuan harga limit sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan 
puluh tiga juta rupiah) adalah diragukan akuratisasinya padahal harga ini 
berada dibawah harga NJOP tahun 2013 sebesar Rp.755.297.000,-,-
(tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu 
rupiah) dan juga berada dibawah harga atau nilai Hak tanggungan 
sebesar Rp.625.000.000,- ( enam ratus dua puluh lima juta rupiah ). 
76 
 
Berdasarkan bukti T.I-8 Tentang Pengumuman Kedua Lelang 
eksekusi hak tanggungan yang akan dilaksanakan hari/tanggal Kamis 
tanggal 21 Maret 2013 akan tetapi Tergugat I tidak dapat menunjukkan 
bukti tentang adanya pengumuman pertama lelang eksekusi hak 
tanggungan sebagaimana disyaratkan dalam bukti T.I-6 Surat KPKNL 
(Tergugat III) No.S-49/WKN.8/KNL.0105/2013, tertanggal 18 Pebruari 
2013 pada angka 1 huruf a, b dan c perihal penetapan hari dan tanggal 
lelang yang akan dilaksanakan tanggal 21 Maret 2013 yang harus 
dilaksanakan pengumuman lelang I tanggal 20 Februari 2013 melalui 
selebaran/Surat Kabar Harian . Ketentuan ini adalah untuk memenuhi 
ketentuan pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam rangka pelaksanaan lelang 
eksekusi hak tanggungan dalam perkara aquo. 
Berdasarkan dari fakta di atas dua ketentuan tentang pelaksaan 
lelang yaitu penaksiran dengan metode yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan pengumuman lelang I (pertaman) tidak 
dipenuhi oleh Tergugat I padahal dengan tidak terpenuhinya kedua 
ketentuan diatas Tergugat II sebagai pejabat lelang harus membatalkan 
pelaksanaan lelang sebelum lelang dimulai sesuai ketentuan pasal 27 
huruf h dan j Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 
Majelis Hakim memutuskan berdasarkan uraian pertimbangan di 
atas pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III 
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tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan 
demikian Tergugat II sebagai Pemenang lelang harus dinyatakan sebagai 
pembeli yang tidak beritikad baik dan oleh karenanya perbuatan para 
tergugat adalah perbuatan melawan hukum juga menghukum para 
tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara 
tersebut. 
 
c. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Kediri 
No.61/Pdt.G/2012/Pn.Kdr,- 
 Chandra Soegianto dan Juwita Chandra selaku Penggugat I dan 
Penggugat II melakukan Kredit Perjanjian Kerja I sebesar 
Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Bank Rakyat Indonesia 
(Tergugat I) kemudian Penggugat melunasi perjanjian kredit tersebut 
kemudian mengambil Kredit Perjanjian Kerja II sebesar 
Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang 
pada saat ini outstanding sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua 
ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dengan ini Tergugat 1 memberikan 
tambahan/suplesi kredit kepada Penggugat dan Penggugat mengaku 
menerima tambahan/suplesi kredit dari pihak Bank sebesar 
Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga dengan 
demikian jumlah maksimum kredit saat ini menjadi sebesar Rp. 
1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan 
jaminan sebagai berikut : 
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1. Sebidang tanah Hak Milik nomor: 1290/desa sukorejo yang terletak 
di Desa Sukorejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, 
Provinsi Jawa Timur seluas 2695 M2 (dua ribu enam ratus 
sembilan puluh lima) atas nama Jully Channi; 
2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 34/Desa Jagalan yang terletak di 
Desa Jagelan, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Provinsi 
Jawa Timur seluas 197 M2 (seratus sembilan puluh tujuh) atas 
nama Chandra Soegianto. 
Bahwa selanjutnya dibuat Persetujuan Perpanjangan Kredit dengan Akta 
Nomor: 153 tanggal 23 April 2009, kredit yang semula wajib dilunasi 
Penggugat pada tanggal 23 April 2009 untuk selanjutnya diperpanjang 
dalam jangka waktu 12 bulan sehingga dengan demikian kredit tersebut 
wajib dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 23 April 2010.Penggugat 
telah membayar  sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta 
rupiah) sedangkan sisa kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima 
puluh juta rupiah) dan masih menyisakan agunan berupa sebidang tanah 
Hak Milik Nomor: 1290/Desa Sukorejo yang terletak di Desa Sukorejo, 
Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur seluas 
2695 M2 atas nama Jully Channi, yang selanjutnya sebidang tanah Hak 
Milik Nomor 1290 tersebut disebut objek sengketa. Bahwa objek sengketa 
tersebut di atas oleh Tergugat 1 telah di lelang di Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (Tergugat IV) pada tanggal 20 Oktober 
2011 dimana dalam proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat 1 
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dan dilaksanakan oleh Tergugat IV tidak memenuhi standar aturan yang 
ada dan cenderung menabrak nilai-nilai etika proses pelelangan. Hal ini 
terbukti pemberitahuan lelang oleh Tergugat IV diberitahukan kepada 
Para Penggugat hanya sehari sebelum pelelangan dan lebih aneh lagi 
Pemenang Lelang adalah Effendi Hidayat yang pada saat itu adalah 
Pemimpin PT.BRI Cabang Kediri), juga harga limit objek sengketa hanya 
sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) terpaut 
jauh dari harga pasaran objek sengketa yang dilelang oleh karenanya 
sangat beralasan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat IV pada tanggal 
20 Oktober 2011 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 
yang sah/ batal demi hukum demikian juga Pemenang Lelang dalam hal 
ini Tergugat II juga tidak mempunyai kapasitas sebagai pemenang lelang 
karena secara fakta hukum lelang yang diadakan tersebut belum ada 
peserta lelangnya, oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan 
kepada Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor register perkara 
61/Pdt.G/2012/PN.Kdr. dan menuntut agar dibatalkannya lelang eksekusi 
tersebut.  
 
 d. Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri 
Kediri No.61/Pdt.G/2012/PN.Kdr 
Adapun pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Kediri No.61/Pdt.G/2012/PN.Kdr adalah sebagai berikut : 
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Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini 
adalah mengenai prosedur atau proses lelang terhadap sebuah barang 
yang menjadi jaminan hutang, oleh karenanya Majelis hakim memandang 
perlu untuk memahami pengertian lelang itu sendiri, serta prinsip-prinsip 
yang ada dalam lelang dan juga ketentuan yuridis yang menjadi pedoman 
dari pelaksanaan lelang. 
Beberapa unsur yang terdapat dalam pelaksanaan lelang : 
1. Penjualan barang kepada umum yang dilakukan di muka umum; 
2. Didahului dengan pengumuman lelang/mengumpulkan peminat/peserta 
lelang; 
3. Dilaksanakan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang dan olehnya 
dibuatkan Risalah Lelang; 
4. Dilakukan dengan penawaran atau pembentukan harga yang khas dan 
bersifat kompetitif. 
Di dalam setiap pelaksanaan lelang pada dasarnya haruslah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 dan juga Peraturan Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara Nomor : Per - 03/ KN / 2010 yang kesemuanya 
didasarkan pada asas-asas lelang, oleh karenanya dipertimbangkan oleh 
Majelis, apakah dalam proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat IV atas 
permohonan Tergugat I terhadap obyek lelang berupa sebidang tanah 
Hak Milik nomor : 1290/desa Sukorejo, seluas 2695 M2 (dua ribu enam 
ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang menjadi obyek sengketa 
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dalam perkara ini, terakhir tertulis atas nama JULLY CHANNI, yang 
terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, 
Propinsi Jawa Timur, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku serta didasarkan pada asas-asas lelang tersebut ?  
Dalam dalil gugatannya Para Penggugat pada pokoknya 
mendalilkan proses lelang tidak memenuhi standar aturan yang ada dan 
sesuai nilai-nilai serta etika proses pelelangan dikarenakan : 
1. Pemberitahuan lelang oleh Tergugat IV, diberitahukan kepada Para 
Penggugat hanya sehari sebelum pelaksanaan lelang ; 
2. Pemenang Lelang adalah Tergugat II yang saat itu sebagai 
Pemimpin PT. BRI Cabang Kediri ; 
3. Harga limit lelang yang hanya sejumlah Rp.375.000.000;- ( tiga 
ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) terpaut jauh dari harga pasaran 
Obyek Sengketa yang dilelang; 
Mengenai hal yang pertama yakni pemberitahuan lelang yang oleh 
Tergugat IV, diberitahukan kepada Para Penggugat hanya sehari sebelum 
pelaksanaan lelang, dipertimbangkan sebagai berikut : 
•  Bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 5 huruf g Peraturan Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Nomor : Per - 03/ KN / 2010 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa salinan/fotokopi surat 
pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, 
yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan ; 
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•  Bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 5 huruf g Peraturan Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Nomor : Per - 03/ KN / 2010 tersebut, maka 
yang mempunyai kewajiban untuk memberitahukan rencana pelaksanaan 
lelang kepada pihak debitor adalahpihak kreditor yang dalam perkara ini 
adalah Tergugat I (PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri) dan 
bukannya Tergugat IV Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
Malang sebagai sebagi instansi yang melaksanakan lelang, lebih dari itu 
berdasarkan ketentuan ini juga, Majelis Hakim menilai bahwa 
pemberitahuan lelang yang oleh Tergugat I kepada Para Penggugat 
hanya sehari sebelum pelaksanaan lelang adalah telah sesuai dan tidak 
melanggar peraturan tentang lelang, dan juga mengenai pelaksanaan 
lelang ini, telah diumumkan juga oleh Tergugat I pada harian Surya 
tanggal 13 Oktober 2011 ( Bukti T.IV – 8) ,sehingga pelaksanaan lelang 
tersebut telah memenuhi asas publisitas dan terbuka untuk umum yang 
diharapkan semua orang termasuk juga Para Penggugat dapat 
mengetahui akan adanya pelaksanaan lelang tersebut ; 
Adapun mengenai hal Tergugat II yang saat itu sebagai Pemimpin 
PT. BRI Cabang Kediri yang menjadi pemenang lelang terhadap obyek 
sengketa, hal ini pun oleh Para Tergugat juga telah diakui dengan alasan 
bahwa kapasitas Tergugat II saat itu adalah mewakili PT. BRI Cabang 
Kediri yang mana hal tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan 
dengan peraturan yang ada, oleh karenanya nantinya akan  
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, apakah boleh Tergugat II yang saat 
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itu sebagai Pemimpin PT. BRI Cabang Kediri yang adalah selaku Kreditor, 
ikut serta dan pada akhirnya menjadi pemenang dalam suatu pelelangan 
terhadap obyek jaminan milik Para Penggugat selaku Debitor. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 
menyebutkan bahwa yang dimaksud Peserta Lelang adalah orang atau 
badan hukum / badan usaha yang telah memenuhi syarat sebagai 
pemenang lelang. Bahwa dalam Pasal 36 ayat (5) Permenkeu No. 93 
tahun 2010 juga disebutkan bahwa dalam hal bank Kreditor akan ikut 
menjadi peserta lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, nilai limit 
harus ditetapkan oleh penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai. 
Bahwa begitu juga dengan Pasal 70 ayat (1) Permenkeu No. 93 tahun 
2010 disebutkan bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan, bank selaku 
Kreditor dapat membeli agunanya melalui lelang, dengan ketentuan 
menyampaikan surat pernyataan dalam bentuk akta notaris, bahwa 
pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk 
kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal 
pelaksanaan lelang. 
Dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21, Pasal 36 
ayat (5), dan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Majelis hakim 
menilai bahwa Tergugat II yang saat itu menjabat sebagai Pemimpin PT. 
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BRI Cabang Kediri yang mewakili PT. BRI Cabang Kediri dapat menjadi 
peserta lelang yang nantinya dapat membeli agunannya sendiri melalui 
proses pelelangan. 
Adapun hal selanjutnya yang akan dipertimbangkan mengenai 
harga limit lelang yang hanya sejumlah Rp.375.000.000;- (tiga ratus tujuh 
puluh lima juta rupiah) dimana terpaut jauh dari harga pasaran obyek 
sengketa yang dilelang. Bahwa dalam jawabannya Para Tergugat baik 
Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa nilai limit yang dipakai 
yakni sebesar Rp.375.000.000, adalah merupakan harga yang telah 
diappraisal atau dinilai secara benar, nyata, transparan dan sesuai 
dengan cara dan peraturan penilaian agunan yang berlaku di Indonesia 
dan disesuaikan dengan harga pasaran yang berlaku dan data-data 
pasar/data-data dari Kepala Desa setempat yang diolah sehingga 
ditentukan harga yang cocok/sesuai dengan harga pasar wajar pada 
umumnya. 
Di dalam persidangan Tergugat I mengajukan Bukti T I – 7 berupa 
foto copy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Tidak Ada 
Bangunannya) atas nama CHANDRA SOEGIANTO, tanggal 08 Pebruari 
2010, yang dikeluarkan oleh Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia 
(PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Kediri. Bahwa dari bukti tersebut 
terdapat fakta bahwa yang melakukan penilaian jaminan terhadap tanah 
SHM No.1290 adalah Alwin Suryani yang menjabat sebagai Account 
Officer dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang 
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Kediri, lebih dari itu hasil dari penilaiannya bahwa nilai tanah yang wajar 
terhadap tanah tersebut pada tanggal 04 Mei 2011 adalah sebesar Rp. 
592.920.000,- (limaratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua 
puluh rupiah). 
Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Permenkeu No. 93 tahun 
2010 disebutkan “ Dalam hal kreditor akan ikut menjadi peserta pada 
Lelang Eksekusi berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan, nilai limit 
harus ditetapkan oleh penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai “, 
sedangkan mengenai siapa yang dimaksud sebagai penilai, maka 
ketentuan Pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa penilai adalah pihak yang 
melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi 
yang dimilikinya. 
Mengenai nilai limit ini juga telah diatur dalam Peraturan Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Nomor : Per - 03/ KN / 2010 tentang Petunjuk 
Tehknis Pelaksanaan Lelang, dimana pada Pasal 18 ayat (1) menebutkan 
“ Dalam hal kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi 
berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan, nilai limit harus ditetapkan oleh 
penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai “, dan dalam ayat (2) juga 
menyebutkan “Penilai sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penilai yang sudah terdaftar pada kementrian keuangan RI “; 
Oleh karena dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh 
Tergugat IV pada tanggal 20 Oktober 2011, nilai limitnya ditentukan 
sendiri oleh pihak penjual barang dalam hal ini Tergugat I, dimana 
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Tergugat I selaku Kreditor yang saat itu ikut menjadi perserta lelang, oleh 
karenanya Majelis Hakim menilai adanya pelanggaran prosedur lelang 
yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (5) 
Permenkeu No. 93 tahun 2010, dimana seharusnya jika Tergugat I selaku 
Kreditor ikut menjadi peserta lelang, maka nilai limit harus ditetapkan oleh 
Tergugat I berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen yang 
bukan berasal dari instansinya atau perusahaan Tergugat I selaku penjual 
lelang, hal ini semata-mata untuk menghindari adanya penentuan nilai 
limit yang tidak obyektif yang dilakukan oleh Kreditor yang nantinya akan 
merugikan Debiitor sebagai pemilik barang, sehingga harga lelang 
maksimal tidak akan dapat dicapai. 
Hal ini menunjukkan perbuatan Tergugat I tersebut  telah 
melanggar asas-asas yang diharuskan dalam lelang yakni “Asas 
Keadilan” dimana dalam setiap proses pelaksanaan lelang harus dapat 
memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang 
berkepentingan, hal ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat 
Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada 
kepentingan penjual, sehingga khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi 
penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang 
berakibat merugikan pihak tereksekusi. 
Oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan pelanggaran 
prosedur lelang sebagaimana ketentuan pasal Pasal 36 ayat (5) 
Permenkeu No. 93 tahun 2010 serta asas-asas yang diwajibkan dalam 
87 
 
lelang, dimana lelang yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 
2011, sebagaimana dimohon oleh Tergugat I selaku Pemohon Lelang, 
maka Tergugat IV selaku Kepala KPKNL Malang yang mempunyai 
kewajiban untuk meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang, 
ternyata telah melakukan suatu perbuatan tanpa ketelitian dan kehati-
hatian sebagaimana yang diwajibkan, maka Majelis Hakim berpendapat 
bahwa Tergugat IV juga harus ikut bertanggung jawab terhadap 
terlaksananya lelang yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar. 
Selanjutnya karena pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh 
Tergugat IV pada tanggal 20 Oktober 2011, terdapat pelanggaran 
prosedur lelang yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan 
pasal Pasal 36 ayat (5) Permenkeu No. 93 tahun 2010, maka 
pelaksanaan lelang pada tanggal 20 Oktober 2011, sebagaimana Risalah 
Lelang Nomor : 1042 / 2011, dimana yang menjadi Pemenang Lelangnya 
adalah Farina, Kuasa dari PT BRI (Persero) Tbk Cabang Kediri, adalah 
cacat hukum sehingga haruslah dinyatakan bahwa hasil lelang tersebut 
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
Adapun karena pelaksanaan lelang pada tanggal 20 Oktober 2011, 
sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 1042 / 2011 adalah cacat hukum 
sehingga haruslah dinyatakan bahwa hasil lelang tersebut tidak 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka status barang lelang 
yang juga menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yakni : 1 (satu) 
bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1290 tanggal 16-02-1993 atas 
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nama Jully Channi luas 2695 m² yang terletak di Desa Sukorejo, 
Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, haruslah dikembalikan pada 
status semula sebelum adanya pelaksanaan lelang yakni menjadi agunan 
dari Tergugat I, yang selanjutnya apabila nantinya akan diadakan lelang 
kembali maka haruslah mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku khususnya mengenai penentuan nilai limit yang harus ditentukan 
oleh penilai yang independen. 
Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah 
dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah 
berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya 
Para Tergugat dipandang tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil 
sangkalannya. 
Oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat dikabulkan, 
dimana Tergugat I dan Tergugat IV juga telah dinyatakan melakukan 
suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya kepada Tergugat I dan 
Tergugat IV dianggap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan 
haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam 
perkara ini. 
Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam kedua 
putusan tersebut sudah tepat karena walaupun objek jaminan dapat di 
eksekusi langsung oleh pemegang hak tanggungan melalui Pasal 6 UUHT 
yaitu Parate Eksekusi tapi tetap harus memperhatikan asas-asas lelang 
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terutama asas keadilan agar dalam pelaksanaan lelang tersebut tercapai 
keadilan bagi semua pihak yang terkait. 
Di dalam Asas-Asas Lelang terutama “Asas Keadilan” disebutkan 
bahwa bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi 
rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. 
Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada 
peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. 
Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh 
menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat 
merugikan pihak tereksekusi. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi 
penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang 
berakibat merugikan pihak tereksekusi.42 
Dapat di lihat di dalam kedua putusan pihak penjual dalam 
menentukan nilai limit terkesan semena-mena terhadap pihak debitor dan 
pemilik jaminan, walaupun menurut Peraturan Menteri Keuangan 
No.93/PMK.06/2010 Pasal 35 yang mengatur bahwa dalam setiap 
pelaksanaan lelang nilai limit dan penetapan nilai limit menjadi tanggung 
jawab Penjual/Pemilik Barang, tetapi tetap Penjual dalam hal ini Kreditor 
(Bank) harus memperhatikan Asas-Asas dalam pelaksanaan lelang yang 
dapat menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak.  
 
                                                          
42 Lihat Bab II Tinjauan Pustaka, Asas-Asas Lelang, hlm.35 
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B.  Akibat hukum terhadap objek jaminan hak tanggungan apabila 
eksekusi hak tanggungan tersebut dibatalkan. 
Dalam lelang eksekusi, kebanyakan barang yang dilelang tanpa 
kesukarelaan dari pemilik barang dan seringkali banyak pihak yang 
berkepentingan terhadap barang tersebut tidak menginginkan lelang. 
Apabila yang dilelang itu adalah tanah/tanah dan rumah yang sedang 
ditempati/dikuasai oleh tersita/lelang, maka dengan menunjuk kepada 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 200 ayat (10) dan ayat (11) HIR 
atau Pasal 218 Rbg, apabila terlelang tidak bersedia untuk menyerahkan 
tanah/tanah dan rumah itu secara kosong, maka terlelang, beserta 
keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa, apabila perlu, dengan 
bantuan yang berwajib, dari tanah/tanah dan rumah tersebut berdasarkan 
permohonan yang diajukan oleh pemenang lelang. Bila lelang dinyatakan 
tidak sah dan batal demi hukum yang dinyatakan dalam putusan 
pengadilan yang terlah berkekuatan hukum tetap, maka hak pembeli 
lelang menjadi berakhir dan upaya yang dapat dilakukan oleh 
pembeli/pemenang lelang adalah menuntut ganti rugi tehadap penjual. 
Dalam isi gugatan Penggugat biasanya menuntut bahwa Tergugat 
atau Pihak Penjual telah melakukan perbuatan melanggar hukum. 
Perbuatan Melanggar Hukum menimbulkan perikatan antara si pembuat 
kesalahan selaku Tergugat dengan si pihak yang dirugikan selaku 
Penggugat, sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat 
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hukumnya, sebagai dampak dari putusan pengadilan menyatakan lelang 
tidak sah dan batal demi hukum.  
Menurut Anwar Hamid adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari 
hasil putusan pengadilan yang membatalkan lelang tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Akibat hukum terhadap kepemilikan barang yang telah dibeli 
melalui lelang. 
Barang kembali kepada keadaan semula, yaitu dalam kepemilikan 
si Penggugat yaitu debitur pemilik barang atau pihak ketiga pemilik barang 
atau Termohon Eksekusi pemilik barang, Jika Penggugat adalah debitur, 
dengan putusan yang menyatakan lelang batal dan tidak sah, maka 
barang kembali tetap pada kepemilikan debitur, namun tetap dalam status 
barang jaminan sebagaimana sebelum lelang dilaksanakan.  
Jika Penggugat adalah pihak ketiga seperti istri, ahli waris atau 
pihak ketiga lainnya yang terbukti pemilik objek lelang, dengan putusan 
yang menyatakan lelang batal demi dan tidak sah, maka barang kembali 
pada kepemilikan pihak ketiga tersebut, sedangkan status pengikatan atas 
barang jaminan menjadi tidak sah. Jika penggugat adalah termohon 






2. Akibat hukum terhadap hak pembeli lelang atas barang dan hasil 
lelang. 
Akibat hukum terhadap pembeli lelang dapat dilihat dari segi 
barang objek lelang dan dari segi hasil lelang yang telah disetorkannya. 
Jika putusan menyatakan lelang batal dan tidak sah, maka hak pembeli 
lelang atas objek lelang akan menjadi berakhir, apakah jual beli lelang 
baru pada tahap perjanjian obligatoir, setelah penunjukan pembeli lelang, 
maupun setelah barang objek lelang telah dilakukan penyerahan, baik 
penyerahan secara fisik/nyata melalui pengosongan, maupun penyerahan 
yuridis melalui balik nama di Kantor Pertanahan. Kemudian dari segi hasil 
lelang, seharusnya dikembalikan oleh pihak yang menjadi kuasa undang-
undang mewakili pemilik barang sebagai penjual, diantaranya bank 
kreditur atau termohon eksekusi atau pemegang hak tanggungan. Hukum 
dalam hal ini peraturan perundang-undangan tidak mengatur hasil lelang 
yang dibayar sebagai akibat pembatalan lelang apakah menyangkut 
pokok, bunga dan biaya. Demikian juga hukum tidak mengatur jangka 
waktu pengembalian. KUHPerdata hanya mengatur akibat hukum 
pembatalan perjanjian menerbitkan kewajiban ganti kerugian jika 






3. Akibat Hukum terhadap hak penjual/pihak yang diwakilinya selaku 
kuasa undang-undang terhadap barang dan hasil lelang. 
Akibat hukum terhadap penjual lelang dapat dilihat dari segi barang 
objek lelang dan dari segi hasil lelang. Jika putusan menyatakan lelang 
batal dan tidak sah, maka penjual tidak berhak atas pemenuhan perjanjian 
kredit atau kewajiban-kewajiban tereksekusi lelang atas barang objek 
lelang, akibatnya penjual lelang harus mengembalikan hasil lelang kepada 
pembeli lelang. Dari segi barang jika gugatan berasal dari debitur, maka 
barang kembali ke dalam status barang semula. Dalam lelang 
berdasarkan perjanjian kredit, maka pembatalan lelang berakibat objek 
lelang kembali ke status barang jaminan.  
Sedangkan jika lelang berdasarkan hubungan Pemohon Eksekusi 
dengan Termohon Eksekusi, maka pembatalan lelang berakibat objek 
lelang kembali ke status barang jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 
KUHPerdata. Dengan demikian putusan yang menyatakan lelang batal 
dan tidak sah, tidak menghilangkan hak-hak Penjual atau pihak yang 
diwakilinya selaku kuasa undang-undang untuk memperoleh pelunasan 
hutang-hutang debitur, hanya penundaan untuk memperoleh pemenuhan 
perjanjian kredit dari pihak debitur atau memenuhi perjnajian dari pihak 
termohon eksekusi. Jika gugatan berasal dari pihak ketiga, maka putusan 
yang menyatakan lelang batal dan tidak sah, tentunya akan didahului 
dengan amar putusan yang membatalkan pengikatan/pemberian jaminan, 
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sehingga berakibat berakhirnya hak-hak pihak yang diwakili penjual atas 
barang jaminan, tetapi hutang dari debitur tetap ada. 
 
4. Akibat Hukum Terhadap kewajiban debitur/Termohon Eksekusi 
yang menjadi dasar untuk pelaksanaan lelang. 
Akibat hukum kewajiban debitur untuk memenuhi perjanjian 
sebagai dasar pelaksanaan lelang. Jika putusan menyatakan lelang batal 
dan tidak sah, maka barang kembali pada keadaan semula, berarti 
pelaksanaan lelang dan hasil lelang diangggap tidak pernah ada, hutang 
debitur kembali kepada posisi semula. Jika gugatan berasal dari debitur, 
putusan menyatakan lelang batal dan tidak sah mengembalikan barang 
objek lelang pada kepemilikan debitur semula dan pengikatan jaminan 
semula dan hutang pada posisi semula. Jika gugatan berasal dari pihak 
ketiga, putusan menyatakan lelang batal dan tidak sah mengakibatkan 
kepemilikan barang objek lelang kembali pada pihak ketiga, hutang tetap 
pada posisi semula menjadi kewajiban debitur. Jika gugatan berasal dari 
Termohon Eksekusi dalam perkara yang menjadi dasar lelang, putusan 
menyatakan lelang batal dan tidak sah mengakibatkan kepemilikan objek 
lelang kembali kepada Termohon Eksekusi, kewajiban Termohon 
Eksekusi tetap pada posisi semula. 
Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Akias, pada wawancara di 
Kantor Pelayanan Kekakayaan Negara dan Lelang Bandung yang 
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menyatakan bahwa Akibat Hukum dari pelaksanaan putusan pengadilan 
yang membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi tersebut yaitu : 
1. Objek sengketa akan kembali ke posisinya semula sebelum 
dilaksanakan lelang tersebut yaitu menjadi jaminan dari debitor 
terhadap kreditor, demikian hak dari pemenang lelang atas objek 
sengketa pun berakhir meskipun objek sengketa telah dilakukan 
penyerahan, baik penyerahan secara fisik/nyata melalui 
pengosongan, maupun penyerahan yuridis melalui balik nama di 
Kantor Pertanahan; 
2. Bank kreditor tidak berhak atas pemenuhan perjanjian kredit 
atau kewajiban-kewajiban tereksekusi lelang atas barang objek 
lelang, barang kembali ke dalam status barang jaminan juga terjadi 
penundaan untuk memperoleh pemenuhan perjanjian kredit dari 
pihak debitor; 
3. Terhadap pembeli lelang, implikasinya berupa hak pembeli 
lelang tidak dilindungi oleh hukum yaitu berupa hak-hak yang 
melekat atas objek lelang yang dibelinya tidak dapat dinikmati. 
Penulis berpendapat berdasarkan hasil penelitian dan hasil 
wawancara sebaiknya perlu dilakukan upaya hukum untuk melindungi 
para pemenang lelang yang berikhtiad baik karena sampai saat ini belum 
ada yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap 
pemenang lelang.  Perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi 
Hak Tanggungan di Indonesia yang diberikan oleh Vendu Reglement yang 
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menjadi dasar hukum utama lelang di Indonesia, HIR, dan PMK Nomor 
106/PMK/06/2013 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, risalah lelang 
tidak memberikan perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi 
Hak Tanggungan atas penguasaan objek lelang, dan dalam kedua kasus 
di atas dapat di lihat bahwa para pemenang lelang kehilangan hak nya 























Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Penentuan harga limit lelang yang tidak sesuai dengan Nilai Jual 
Objek Pajak (NJOP) objek hak tanggungan tidak dapat dijadikan 
satu-satunya alasan untuk membatalkan pelaksanaan lelang. 
Pembatalan lelang dapat terjadi apabila ada salah satu pihak yang 
melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menyebabkan 
salah satu pihak tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan untuk 
menuntut dibatalkannya lelang eksekusi tersebut. 
2. Akibat hukum terhadap objek jaminan hak tanggungan dari 
pembatalan pelaksanaan lelang eksekusi berdampak luas terutama 
pada akibat hukum yang ditimbulkannya baik itu terhadap objek 
sengketa lelang yang posisinya kembali kepada keadaan semula 
sebelum dilaksanakannya pelelangan tersebut, begitupun dengan 









Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penyusun 
mengajukan saran sebagai berikut: 
1. Sebaiknya untuk mencegah agar tidak terjadinya pembatalan 
pelaksanaan lelang maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) sebagai pelaksana lelang harus lebih 
memperhatikan prosedur dan tahapan dari pelaksanaan lelang agar 
mencegah terjadinya cacat dalam pelaksanaan lelang yang 
memungkinkan diajukannya pembatalan. 
2. Sebaiknya terkait dengan peraturan lelang sebaiknya dibuatkan 
peraturan khusus yang dapat melindungi semua pihak baik itu 
pihak debitur, kreditur, maupun pemenang lelang karena saat ini 
tidak ada satu pun peraturan lelang yang dapat melidungi semua 
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